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Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023
(25 Januari — 08 Februari 2023)

LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI I

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. Perubahan Kedua atas Tanggal 25 Januari 2023. Dalam rangka
UNDANG-UNDANG RDPU Komisi I DPR RI dengan mendapatkan masukan
Nomor 11 Tahun 2008 | Pakar/Akademisi sebagai berikut: terkait Rancangan
tentang INFORMASI 1. Dr. Hj. Sinta Dewi, S.H., LL.M. Undang-Undang tentang
DAN TRANSAKSI (UNPAD); Perubahan Kedua atas
ELEKTRONIK (ITE). 2. Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., Undang-Undang Nomor 11
LL.M. (Dekan Fakultas Hukum- Tahun 2008 tentang
Ul); Informasi dan Transaksi
3. Dr. Imam Budidarmawan Prasodjo, Elektronik (ITE).

M.A. (Sosiolog) — UI,;

4. Dr. Helni Mutiarsih Jumhur (Pakar
Kebijakan ICT-Telkom University)

5. Agus Sudibyo (Ketua Komisi
Hubungan Antar Lembaga & Luar
Negeri-Dewan Pers).

6. Onno Widodo Purbo, Pakar
Teknologi Informasi dari ITB.

2. Pengesahan Konvensi Tanggal 31 Januari 2023. Dalam rangka
Internasional untuk RDP Komisi I DPR RI dengan Pejabat mendapatkan masukan
Pelindungan Semua Eselon I Kemhan, Kemlu, dan terkait dengan RUU
Orang dari Kemkumham. tentang Pengesahan
Penghilangan Paksa Konvensi Internasional
(International untuk Pelindungan Semua

Convention for the Orang dari Penghilangan




Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023
(25 Januari — 08 Februari 2023)

antara Pemerintah
Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik
India mengenai Kerja
Sama dalam Bidang
Pertahanan (Agreement
between the
Government of the
Republic of Indonesia
and the Government of
the Republic of India
Concerning
Cooperation the Field
of Defence).

RDPU Komisi I DPR RI dengan

Pakar/Akademisi

1. Drs. Makmur Keliat, Ph.D. (HI UI);
2. Drs. Teuku Rezasyah, MA., Ph.D. (HI

UNPAD);

3. Mayjen TNI Dr. Jonni Mahroza S.I.P.,

M.Sc. (Warek I UNHAN);

4. Prof. Hikhmahanto Juwana (Rektor

UNJANI).

mendapatkan masukan
terkait Rancangan
Undang-Undang tentang
Pengesahan Persetujuan
antara Pemerintah
Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik India
mengenai Kerja Sama
dalam Bidang Pertahanan
(Agreement between the
Government of the Republic
of Indonesia and the
Government of the Republic
of India Concerning
Cooperation the Field of
Defence).

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
Protection of All Paksa (International
Persons from Enforced Convention for the
Disappearance). Protection of All Persons
from Enforced
Disappearance).
3. Pengesahan Persetujuan | Tanggal 6 Februari 2023. Dalam rangka

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN




Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023
(25 Januari — 08 Februari 2023)

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

KEMENTERIAN/
NO LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. 1. TNI AD 1. Korem Kunker Spesifik Komisi I DPR RI ke:
2. TNI AL 072 /Pamungkas 1. Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam
2. Lantamal VIII Manado rangka mengetahui Kesiapan Korem
3. Korem 072 /Pamungkas dalam Melaksanakan
074 /Warastratama Tugas Operasi Militer Perang dan
Operasi Militer Selain Perang dengan
Tanggal 26-28 Januari Dukungan Alutsista, Personil, Sarana,
2023. dan Prasarana serta Kesejahteraan
Prajurit.

2. Sulawesi Utara dalam rangka
mewujudkan Keamanan Wilayah Laut
yang Tangguh terhadap Berbagai
Kerawanan dan Ancaman dengan
Dukungan Alutsista, Sarana-
Prasarana, dan Kesejahteraan Prajurit.

3. Jawa Tengah, dalam rangka
mengetahui Kesiapan Korem
074 /Warastratama dalam
melaksanakan tugas Operasi Militer
Perang dan Operasi Militer Selain
Perang dengan Dukungan Alutsista,
Personil, Sarana, dan Prasarana serta
Kesejahteraan Prajurit.




Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023

(25 Januari — 08 Februari 2023)

NO KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

2. | KEMLU RI

Tanggal 30 Januari 2023.

Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menlu

RI dalam rangka mendapatkan penjelasan

mengenai:

1.Rencana Kerja dan Program Prioritas
Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun
2023.

2.Permasalahan Infrastruktur Diplomasi
di Perwakilan-Perwakilan RI di Luar
Negeri.

Uji Kelayakan (fit and
proper test) dalam rangka
pemberian pertimbangan
terhadap Calon Dubes
LBBP RI untuk negara
sahabat.

Tanggal 1 Februari 2023.

1. Penyampaian visi dan misi oleh Calon
Dubes LBBP RI untuk negara sahabat;
2. Tanya jawab.

Dilaksanakan
secara tertutup.

Komisi I DPR RI
telah
menyampaikan
hasil pertimbangan
Komisi DPR RI
terhadap Calon
Dubes LBBP RI
untuk negara
sahabat kepada
Pimpinan DPR RI
untuk selanjutnya
disampaikan
kepada Presiden RI
secara rahasia.

4. | Panglima TNI

Raker Komisi I DPR RI
dengan Panglima TNI
tanggal 2 Februari 2023.

Dalam rangka mengetahui:

1. Situasi dan kondisi keamanan terkini di
Provinsi Papua.

2. Pemenuhan Kebutuhan Alutsista TNI.

Rapat
dilaksanakan
secara tertutup.
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(25 Januari — 08 Februari 2023)

dengan Ketua KPI Pusat
tanggal 6 Februari 2023.

2022.

Adapun kesimpulan RDP Komisi I DPR RI

dengan Ketua KPI Pusat sebagai berikut:

1. Komisi I DPR RI dapat menerima
laporan dari Komisi Penyiaran
Indonesia (KPI) Pusat terkait Kinerja
KPI Pusat Periode 2019-2022 yang
mencakup kebijakan strategis,
pengawasan isi siaran; kelembagaan;
serta pengelolaan struktur dan sistem
penyiaran.

2. Komisi I DPR RI mencatat beberapa hal
yang perlu diperhatikan untuk
penguatan dan perbaikan kinerja KPI
kedepannya, yakni:

a. Melakukan modernisasi teknologi
pendukung pengawasan isi siaran
di era penyiaran digital,

KEMENTERIAN/
NO LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
5. 1. Pemprov Bali | Tanggal 3-5 Februari Kunjungan Kerja Panja Kebocoran Data
2. Pemprov Jawa | 2023. Komisi I DPR RI ke:
Timur e Bali;
e Jawa Timur.
Dalam rangka mendapatkan penjelasan
Gubernur Provinsi Bali dan Jawa Timur,
mengenai “Langkah Strategis Pemerintah
Provinsi Jawa Timur Dalam Melindungi
dan Mengelola Data Pribadi di Era Siber”.
6. | KPI Pusat RDP Komisi I DPR RI Evaluasi kinerja KPI Pusat Periode 2019-
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(25 Januari — 08 Februari 2023)

NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

b. Mengoptimalkan kerja sama dengan
pemangku kepentingan yang
kompeten dan mewakili semua
unsur masyarakat guna
memperkuat ekosistem penyiaran
yang sehat;

c. Meningkatkan kinerja penanganan
pengaduan dari masyarakat secara
lebih responsif dan tegas.

3. Komisi I DPR RI meminta KPI Pusat
untuk memastikan adanya
kesinambungan program-program
strategis sehingga tupoksi KPI tetap
berjalan dengan baik sejalan dengan
dinamika transformasi penyiaran
digital.
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LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI II

. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

OBJEK

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | KPU RI, Bawaslu RI, a. Pelaksanaan | Kunjungan Kerja Terkait tahapan Pemilu Serentak 2024.

Kementerian Dalam undang- Spesifik Komisi II DPR

Negeri, KIP Provinsi Aceh, undang; RI ke Provinsi Aceh,

Panwaslih Provinsi Aceh, . Pelaksanaan | Provinsi Bengkulu, dan

KPU Provinsi Bengkulu, keuangan Provinsi Jambi.

Bawaslu Provinsi negara,;

Bengkulu. KPU Provinsi dan/atau

Jambi, dan Bawaslu . Kebijakan

Provinsi Jambi pemerintah.

Tanggal 25 - 27
Januari 2023.
a. Pelaksanaan

2. | DPRD Kota Makassar Rapat Dengar Pendapat | 1. Komisi II DPR RI telah mendengar

undang- Umum Komisi II DPR aspirasi DPRD Kota Makassar terkait

undang; RI dengan DPRD Kota penolakan rancangan perubahan dapil
b. Pelaksanaan | Makassar, dengan dan alokasi kursi DPRD Kota

keuangan agenda penyampaian Makassar pada Pemilu 2024

negara; aspirasi terkait mendatang, terutama pada Opsi

dan/atau rancangan penataan Ketiga, serta menyampaikan kepada




Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023
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NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK
PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

c. Kebijakan
pemerintah.

Hari Senin, 30
Januari 2023.

daerah pemilihan
(dapil) dan alokasi
kursi untuk DPRD Kota
Makassar pada Pemilu
2024.

KPU RI untuk menetapkan kembali
dapil dan alokasi kursi DPRD Kota
Makassar seperti Pemilu 2019.

2. Dalam rangka penataan dapil dan
alokasi kursi pada Pemilu 2024,
Komisi II DPR meminta KPU di setiap
tingkatan untuk bekerja secara
profesional sesuai dengan 7 (tujuh)
prinsip penataan daerah pemilihan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 dan PKPU Nomor 6
Tahun 2022 yang meliputi kesetaraan
nilai suara, ketaatan pada sistem
pemilu yang proporsional,
proporsionalitas, integralitas wilayah,
berada dalam cakupan wilayah yang
sama, kohesivitas dan
kesinambungan.

Ketua Forum Non-ASN
Provinsi Jawa Tengah

a. Pelaksanaan
undang-
undang;

b. Pelaksanaan
keuangan
negara,;
dan/atau

c. Kebijakan
pemerintah.

Hari Senin, 30
Januari 2023.

Rapat Dengar Pendapat
Umum Komisi II DPR
RI dengan Ketua Forum
Non-ASN Provinsi Jawa
Tengah, dengan agenda
penyampaian aspirasi
terkait perkembangan
penyelesaian non ASN
di Daerah oleh
Pemerintah Tahun
2023.

Komisi II DPR RI berkomitmen untuk
terus menyuarakan aspirasi tenaga non
ASN agar dapat diselesaikan dengan baik
oleh pemerintah dengan penyelesaian
yang berkeadilan dan melegakan semua
pihak.
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OBJEK
NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
4. | Kemendagri, Komisi a. Pelaksanaan | Rapat Kerja/Rapat Dalam rangka melaksanakan ketentuan
Pemilihan Umum RI, undang- Dengar Pendapat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Badan Pengawas Pemilu undang; Komisi II DPR RI tentang Pemilihan Umum dan Peraturan
RI, dan Dewan b. Pelaksanaan |dengan Dirjen Polpum . .
AN Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Kehormatan keuangan Kemendagri, Dirjen Tah bacai
Penyelenggara Pemilu RI negara,; Dukcapil Kemendagri, (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 sebagai
dan/atau Ketua Komisi Pemilihan | Perubahan atas Undang-Undang Nomor
c. Kebijakan Umum RI, Ketua Badan | 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
pemerintah. | Pengawas Pemilu RI, serta amanat Putusan Mahkamah

Hari Senin, 6
Februari 2023.

dan Ketua Dewan
Kehormatan
Penyelenggara Pemilu
RI, dengan agenda
tindak lanjut
pembahasan
Rancangan Daerah
Pemilihan dalam
Pemilu Tahun 2024.

Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022
yang menetapkan Daerah Pemilihan dan
Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi pada
Pemilihan Umum tahun 2024 dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum
(PKPU). Atas dasar tersebut Komisi II
DPR RI bersama dengan Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia
(KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan
Umum Republik Indonesia (BAWASLU
RI) dan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum
Republik Indonesia (DKPP RI)
menyetujui:
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NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK
PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum (R-PKPU) tentang Daerah
Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan
Umum Tahun 2024 beserta lampirannya
yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari PKPU, yakni sebagai
berikut:

a. Rancangan Daerah Pemilihan DPR RI
Pemilu Tahun 2024 beserta peta
daerah pemilihan.

b. Rancangan Daerah Pemilihan DPRD
Provinsi Pemilu Tahun 2024 beserta
peta daerah pemilihan.

c. Rancangan Daerah Pemilihan DPRD
Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2024
beserta peta daerah pemilihan.

Dengan catatan agar KPU RI

memperhatikan saran dan masukan dari

Anggota Komisi II DPR RI, Kementrian

Dalam Negeri, Bawaslu RI dan DKPP RI.

10
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OBJEK
NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
5. | Kementerian ATR/BPN RI | a. Pelaksanaan | Rapat Kerja Komisi II 1. Komisi II DPR RI mengapresiasi
undang- DPR RI dengan Menteri capaian realisasi anggaran
undang; ATR/BPN RI, dengan Kementerian Agraria dan Tata
b. Pelaksanaan agenda. penjelasan Ruang/Badan Pertanahan Nasional
keuangan Menteri ATR/Kepala ) )
negara; BPN terkait Republik Indonesia Tahun Anggaran
dan/atau jawaban/penjelasan 2022 sebesar Rp7.345.555.469.468,00
c. Kebijakan Menteri Agraria dan (tujuh triliun tiga ratus empat puluh
pemerintah. | Tata Ruang/ Kepala lima miliar lima ratus lima puluh lima
. Badgn Pertanahan juta empat ratus enam puluh
Pada hari Nasional RI atas sembilan ribu empat ratus enam
Senin, 6 Pertanyaan Anggota

Februari 2023.

Komisi II DPR RI.

puluh delapan rupiah) atau sebesar
93,57%. Namun demikian Komisi II
DPR RI meminta kepada Kementerian
ATR/BPN RI untuk terus
meningkatkan kinerjanya, terutama
dalam percepatan penyelesaian kasus
pertanahan yang berpihak pada

rakyat.

. Komisi II DPR RI mendesak

Kementerian ATR/BPN RI untuk
membentuk tim kerja bersama dengan
Komisi II DPR RI untuk menyelesaikan
sengketa pertanahan, mafia
pertanahan, serta persoalan HGU,
HGB, dan HPL yang tidak sesuai luas
dan peruntukannya.

11
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NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK
PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

3. Dalam proses pengadaan lahan dan

penanganan konflik pertanahan di
Ibu Kota Negara (IKN), Komisi II DPR
RI meminta kepada Menteri
ATR/Kepala BPN untuk menjamin
prinsip keadilan dan kepastian hukum
dengan memastikan pengadaan tanah
hak individual atau komunal tidak
boleh dikuasai negara secara sepihak
tanpa memberikan ganti rugi yang
layak.

. Terhadap wilayah adat, kawasan

hutan adat, kawasan hutan lindung,
dan perlindungan terhadap hak-hak
komunal atau masyarakat adat dan
nilai-nilai budaya yang mencerminkan
kearifan lokal, Komisi II DPR RI
merekomendasikan agar Kementerian
ATR/BPN berkoordinasi dengan
Kementerian/Lembaga terkait.

. Komisi II DPR RI menyetujui

pembentukan tim seleksi untuk
pengisian jabatan dewan pengawas
dari unsur profesional dan meminta
kepada Menteri ATR/Kepala BPN
untuk melaporkan perkembangan

12




Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023

(25 Januari — 08 Februari 2023)

NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK
PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

kinerja Badan Bank Tanah kepada
Komisi II DPR RI secara berkala
melalui Rapat Kerja Komisi II DPR RI.

. Komisi II DPR RI meminta kepada

Kementerian ATR/BPN melakukan

kajian untuk pembentukan pengadilan

pertanahan.

13
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LAPORAN DWI MINGGUAN

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

KOMISI III

Pemberantasan Terorisme
(TPPT)

Rancangan Peraturan DPR RI tentang
Pembentukan Tim Pengawas
Pemberantasan Terorisme (TPPT).

Kepala Badan Keahlian DPR RI
memberikan penjelasan atas draf
Rancangan Peraturan DPR RI tentang
TPPT, sebagai berikut:
1.Rancangan Peraturan DPR RI
tentang TPPT terdiri atas 8 bab dan
27 pasal.
2.Masing-masing Bab terdiri atas:
BAB I memuat defnisi mengenai:
1) Ketentuan Umum
2) Penanggulangan Terorisme

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. Penyusunan -—- Komisi III DPR RI masih menunggu RUU Usul Inisiatif Komisi
RUU tentang PENYADAPAN draf RUU tentang Penyadapan yang III DPR RI.
masih disusun oleh Tim Badan
Keahlian DPR RI.
2. Penyusunan RDP Pada tanggal 31 Januari 2023 Komisi | Amanat Pasal 43J UU
Rancangan Peraturan DPR | tanggal 31 |III DPR RI melaksanakan RDP dengan | Nomor 5 Tahun 2018
RI tentang Pembentukan Januari Kepala Badan Keahlian DPR RI guna tentang Penetapan
Tim Pengawas 2023. membahas penyusunan draf Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2002
tentang Pemberantasan
Tindak Pdana Terorisme.
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Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023
(25 Januari — 08 Februari 2023)

NO JUDUL RUU

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

3) Penyelenggaraan
Penanggulangan Terorisme

4) Terorisme

5) Dewan Perwakilan Rakyat

0) Sekretariat jenderal DPR RI

7) Bahan Rapat

8) Hasil Rapat

9) Setiap Orang
BAB II mengenai Persyaratan
Pembentukan, Pengangkatan, dan
Pemberhentian TPPT
BAB III mengenai Fungsi, Tugas, dan
Wewenang
BAB IV Hak dan Kewajiban
BAB V Mekanisme Kerja
BAB VI Pendanaan
BAB VII Larangan dan Sanksi

Beberapa tanggapan Anggota Komisi III
DPR RI:

1.

2.

3.

Bagaimana integrasi antara Pasal 2
TPPT dan MD3;

Bagaimana pengaturan pemilihan
pimpinan dalam TPPT;

Jelaskan Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat
(5) yang cukup kontradiktif;
Jelaskan sanksi dari anggota TPPT
dan kesekjenan DPR RI yang
membocorkan informasi rahasia
dalam rapat;
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Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023

(25 Januari — 08 Februari 2023)

NO

JUDUL RUU

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

5. Agar pengawasan TPPT jangan
sampai masuk terlalu jauh ke
dalam penyelidikan dan penyidikan
terkait terorisme;

6. Adakah batasan-batasan terkait
keanggota TPPT, atau sepenuhnya
menjadi wewenang fraksi;

7. Terkait dengan poin membocorkan
rahasia (pada poin g dan h), ada
baiknya untuk didiskusikan dengan
MKD terlebih dahulu;

8. Menyarankan untuk mengurangi
jumlah komisi yang terlibat.

Komisi III DPR RI meminta agar Tim
Badan Keahlian DPR RI merevisi
kembali Rancangan Peraturan tersebut
untuk kemudian diserahkan kepada
Komisi IIT DPR RI.

Pembahasan

RUU tentang HUKUM
ACARA PERDATA
(selanjutnya disebut
dengan RUU tentang
HAPER)

Rapat
Intern
Komisi III
DPR RI
tanggal 11
Januari
2023.

Berdasarkan Keputusan Rapat Intern
Komisi III DPR RI tanggal 11 Januari
2023, bahwa Komisi III masih
menunggu kesiapan Pemerintah dalam
melakukan Pembahasan RUU tentang
Haper.
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Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023

(25 Januari — 08 Februari 2023)

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
4. Pembahasan Rapat 1.Pada tanggal 6 Februari 2023 DIM RUU tentang Narkotika
RUU tentang Perubahan Panja, Anggota Panja bersama dengan terdiri dari 360 DIM,
Kedua atas UU Nomor 35 tanggal 6 Pemerintah melakukan Pembahasan | dengan perincian sebagai
Tahun 2009 tentang Februari DIM. berikut:
NARKOTIKA 2023. Pada saat itu pihak Pemerintah, a. DIM Substansi
(selanjutnya disebut dalam hal ini Wamenkumham, berjumlah 178,
dengan RUU tentang memberikan penjelasan terkait b. DIM Substansi Baru
NARKOTIKA) dengan penyempurnaan RUU berjumlah 93,
tentang Narkotika yang akan c. DIM Minta Penjelasan
menggabungkan UU Psikotropika berjumlah 10,
dengan RUU tentang Narkotika. d. DIM Redaksional
Dari penjelasan Wamenkumham berjumlah 13,
tersebut, Ketua dan Anggota Panja e. DIM Tetap berjumlah 66.
menyepakati bahwa Panja akan
melaporkannya dalam Rapat Intern
Komisi IIT DPR RI.
Rapat 2.Ketua Panja RUU tentang Narkotika
Intern melaporkan perkembangan
Komisi III pembahasan RUU tentang Narkotika
tanggal 9 dalam Rapat Intern Komisi III tanggal
Februari 9 Februari 2023.
2023. Dalam Laporannya, Panja meminta

persetujuan Komisi III mengenai
penyempurnaan draf RUU tentang
Narkotika yang akan dilakukan oleh
pihak Pemerintah, yaitu
penggabungan UU psikotropika
dengan RUU tentang Narkotika.
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Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023
(25 Januari — 08 Februari 2023)

NO

JUDUL RUU

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Komisi III DPR RI menerima laporan
Panja dan menyetujui usul
pemerintah untuk penggabungan UU
psikotropika dan RUU tentang
Narkotika serta penyempurnaan draf
RUU yang akan dilakukan oleh
Pemerintah, dan menyetujui akan
mengagendakan Raker dengan
Pemerintah mengenai
penyempurnaan draf RUU tentang
Narkotika pada Masa persidangan IV
Tahun Sidang 2022-2023 yang akan
datang.

Pembahasan

RUU tentang Perubahan
Keempat atas UU Nomor 24
Tahun 2003 tentang
MAHKAMAH KONSTITUSI
(selanjutnya disebut
dengan RUU tentang
Mahkamah Konstitusi)

Berdasarkan Keputusan Rapat
Konsultasi Pengganti Rapat Bamus
tanggal 7 Februari 2023 dan
dituangkan dalam surat Pimpinan DPR
RI Nomor T/104/PW.01/02/2023
tanggal 7 Februari 2023 perihal
Penugasan untuk membahas RUU
tentang Perubahan Keempat atas UU
Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, bahwa
pembahasan RUU dimaksud
diserahkan kepada Komisi III DPR RI.

Surat Presiden Nomor R-
61/Pres/11/2022 tanggal 28
November 2022 menugaskan
Menkopolhukham dan Menkumham
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Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023
(25 Januari — 08 Februari 2023)

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

baik bersama-sama maupun sendiri-
sendiri untuk mewakili Pemerintah
dalam pembahasan RUU tentang
Mahkamah Konstitusi dengan DPR RI.

Rapat Atas dasar penugasan tersebut, Komisi
Intern [II menindaklajuti dengan

Komisi III melaksanakan Rapat Intern pada
tanggal 9 tanggal 9 Februari 2023

Februari membicarakan rencana pembahasan
2023. RUU tentang Mahkamah Konstitusi.

Keputusan Rapat Intern Komisi III DPR
RI yaitu Komisi III akan melaksanakan
Raker pembahasan Tingkat I dengan
Pemerintah pada hari Rabu tanggal 15
Februari 2023.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

OBJEK

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Ketua Umum Ikatan Membahas: Sesuai surat Ketua Umum Ikatan Alumni

Alumni Fakultas Hukum Perkara kecelakaan Fakultas Hukum UI (ILUNI FHUI)

(ILUNI) Universitas lalin di daerah mengenai Permohonan Audiensi di Komisi

Indonesia, kuasa khusus Srengseng Sawah 3 DPR RI Perihal Perkara Alm Hasya

dari keluarga Alm. M. yang menewaskan (Mahasiswa FISIP Ul-Sosiologi) tanggal 31

Hasya Athalah Saputra. mahasiswa UL Januari 2023, Komisi III merespon

permohonan audiensi ILUNI FHUI tersebut




Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023

(25 Januari — 08 Februari 2023)

NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK
PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

RDPU tanggal 2
Februari 2023
dibatalkan.

dengan berkomunikasi melalui WhatsApp
(WA) serta melalui surat Pimpinan DPR RI
Nomor B/2003/PW.01.DPR RI/2 /2023
tanggal 1 Februari 2023 perihal Undangan
RDPU, bahwa Komisi III mengundang
ILUNI FHUI pada tanggal 2 Februari 2023.

ILUNI FHUI merespon surat undangan
tersebut dengan nomor I-FHUI/7/11/2023
tanggal 2 Februari 2023 Hal: Jawaban
atas Undangan Rapat Dengar Pendapat
Umum. Dalam surat tersebut ILUNI FHUI
menyampaikan bahwa tidak dapat
memenuhi undangan tersebut karena
beberapa alasan.

Komisioner Komisi
Pemberantasan Korupsi
(KPK)

Membahas:

1. Evaluasi kinerja
dan capaian KPK
Tahun 2022.

2. Rencana Kerja di

Tahun 2023,
program prioritas,
dan strategi dalam
pencapaiannya
beserta DIPA
tahun 2023.

Raker tanggal 9
Februari 2023.

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) dilaksanakan tanggal 9 Februari
2023 dipimpin oleh Ketua Komisi IIl DPR
RI, Bp Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A.

Kesimpulan Rapat:

1. Komisi IIT DPR RI menerima penjelasan
capaian kinerja KPK pada tahun 2022
dan mendukung Rencana Kerja dan
Program Prioritas KPK di tahun 2023
yang searah dengan tujuan
pembangunan nasional dan roadmap
pemberantasan korupsi.
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Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023
(25 Januari — 08 Februari 2023)

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK INFO SINGKAT KETERANGAN

PENGAWASAN

2. Komisi IIT DPR RI meminta KPK untuk
meningkatkan upaya pencegahan dan
penindakan korupsi secara simultan
dan pelaksanaan monitoring guna
menyelamatkan keuangan dan aset
negara serta mencegah kerugian
negara.

3. Komisi IIT DPR RI meminta KPK untuk
meningkatkan pemantauan dan
kolaborasi dengan aparat penegak
hukum untuk peningkatan efektivitas
penanganan perkara korupsi, dan
koordinasi dengan seluruh
Kementerian/Lembaga dan instansi
dalam upaya meningkatkan tata kelola
pemerintahan dan pelayanan publik.

D. TUGAS KHUSUS

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

1. | Calon Hakim Agung dan | Rapat Intern | 1. Ketua Komisi Yudisial RI telah mengirim surat ---
Hakim Ad Hoc pada Komisi III kepada Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Komisi III
Mahkamah Agung RI tanggal 9 DPR RI Nomor 344 /PIM/RH.01.07/02/2023
Tahun 2022/2023. Februari tanggal 3 Februari 2023 perihal Pengajuan Nama
2023. Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada
Calon Hakim Agung : Mahkamah Agung Tahun 2022/2023.

1. Sukri Sulumin, S.H.,

M.H. (Kamar Pidana) 2. Surat tersebut dibahas dalam Rapat Konsultasi

Pengganti Rapat Bamus tanggal 7 Februari 2023
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Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023

(25 Januari — 08 Februari 2023)

NO

PIHAK

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

2. Annas Mustaqim, S.H.,
M.Hum. (Kamar
Pidana)

3. Dr. Lucas Prakoso,
S.H., M.Hum. (Kamar
Perdata)

4. Dr. H. Imron Rosyadi,
S.H., M.H. (Kamar
Agama)

S. Hj. Lulik Tri
Cahyaningrum, S.H.,
M.H. (Kamar TUN)

6. Dr. Triyono Martanto,
S.H., S.E., Ak., CA,,
M.M., M.Hum. (Kamar
TUN Khusus Pajak).

Calon Hakim Ad Hoc

pada Mahkamah Agung :

1. Harnoto, S.H.

2. Heppy Wajongkere,
S.H.

3. M. Fatan Riyadhi,
S.H., M.H.

dan memutuskan bahwa pembahasan terhadap
Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada
Mahkamah Agung Tahun 2022/2023 diserahkan
oleh Komisi III DPR RI dan hasil pembahasannya
dilaporkan kepada Pimpinan DPR RI, hal ini
tertuang dalam Surat Pimpinan DPR RI Nomor
T/105/PW.11.01/02/2023 tanggal 7 Februari
2023 Hal : Penugasan untuk membahas Calon
Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah
Agung Tahun 2022/2023.

. Atas dasar penugasan tersebut, pada tanggal 9

Februari 2023 Komisi III melakukan Rapat Intern
membahas rencana kegiatan uji kelayakan (fit and
proper test) Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc
pada Mahkamah Agung Tahun 2022 /2023, dan
memutuskan bahwa pembahasan Calon Hakim
Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung
dilaksanakan pada awal Masa Persidangan IV
Tahun Sidang 2022-2023.
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Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023
(25 Januari — 08 Februari 2023)

LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI IV

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | RUU tentang Rapat Internal Panitia Membahas Rencana Kerja Panitia Kerja Pembahasan
KONSERVASI SUMBER Kerja Komisi IV DPR RI. | Komisi IV mengenai RUU Konservasi Tk. I RUU.
DAYA ALAM HAYATI DAN Sumber Daya Alam Hayati dan
EKOSISTEMNYA 1 Februari 2023. Ekosistemnya.
2. Rapat Internal Panitia Melakukan Pendalaman Daftar Pembahasan
Kerja Komisi IV DPR RI. | Inventarisasi Masalah (DIM) Usulan Tk. I RUU.
Pemerintah atas RUU Konservasi Sumber
7-8 Februari 2023. Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. |a. Pemerintah Provinsi Kunjungan Kerja Spesifik Melakukan Inspeksi Mendadak
Kepulauan Riau (Kota Komisi IV DPR RI Masa (Sidak) terkait Penggunaan
Batam); Persidangan III Tahun Sidang | Kawasan Hutan dan
b. Kementerian Lingkungan 2022-2023 ke Provinsi Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Hidup dan Kehutanan. Kepulauan Riau. Tidak Sesuai Prosedur.
Tanggal 25-27 Januari 2022.
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Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023
(25 Januari — 08 Februari 2023)

NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

2.

a. Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur
(Kabupaten Kutai
Kartanegara);

b. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan.

Kunjungan Kerja Spesifik
Komisi IV DPR RI Masa
Persidangan III Tahun Sidang
2022-2023 ke Provinsi
Kalimantan Timur.

Tanggal 25-27 Januari 2022.

Kunjungan dan Diskusi
mengenai Pengelolaan
Lingkungan dan Penggunaan
Kawasan Hutan di Tambang
Batu Bara PT Mulia Persada
Kartanegara, desa Perangat
Baru, Kecamatan Marang Kayu,
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Papua;
b.LEMEMAWI; dan
c.Yayasan Lorentz Timika.

Umum.

1 Februari 2023.

3. | a.Pemerintah Provinsi Kunjungan Kerja Spesifik Melakukan Kunjungan dan
Sumatera Utara Komisi IV DPR RI Masa Diskusi mengenai Pengembangan
(Kabupaten Humbang Persidangan III Tahun Sidang | Kawasan Food Estate di Desa Ria
Hasundutan); 2022-2023 ke Provinsi Ria, Kecamatan Pollung,

b.Kementerian Pertanian; Sumatera Utara. Kabupaten Humbang
dan Hasundutan.

c. Kementerian Lingkungan | Tanggal 26-28 Januari 2022.
Hidup dan Kehutanan.

4. | a.Kepala Badan Pangan Rapat Dengar Pendapat. Membahas:

Nasional; 1. Tindak lanjut Rapat Dengar
b.Dirut Perum Bulog; dan 31 Januari 2023. Pendapat tanggal 16
c. Dirut PT Rajawali November 2022;
Nusantara/ Holding 2. Rencana Program dan
Pangan/ID FOOD. Kegiatan Tahun 2023; serta
3. Isu-isu aktual lainnya.
5. | a.Anggota Dewan Perwakilan | Rapat Dengar Pendapat Membahas Laporan Pencemaran

dan Kerusakan Lingkungan yang
Disebabkan oleh Kegiatan
Operasional PT Freeport
Indonesia.
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Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023
(25 Januari — 08 Februari 2023)

Timur (Kabupaten
Jombang);
b.Kementerian Pertanian.

Komisi IV DPR RI Masa
Persidangan III Tahun Sidang
2022-2023 ke Provinsi Jawa
Timur.

Tanggal 2-4 Februari 2022.

mengenai upaya pemenuhan
stok beras dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pangan
serta meninjau penggilingan
beras di Kabupaten Jombang
dalam rangka menghadapi panen
raya.

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

6. | a.Pemerintah Provinsi Kunjungan Kerja Spesifik Kunjungan dan diskusi

Bengkulu (Bengkulu Komisi IV DPR RI Masa mengenai Rencana Revisi RTRW

Tengah); Persidangan III Tahun Sidang | Provinsi Bengkulu dan meninjau

b.Kementerian Lingkungan 2022-2023 ke Provinsi Taman Buru Semidang Bukit
Hidup dan Kehutanan. Bengkulu. Kabu yang diusulkan untuk
dilepaskan 2.550 ha.
Tanggal 2-4 Februari 2022.

7. | a.Pemerintah Provinsi Jawa | Kunjungan Kerja Spesifik Kunjungan dan diskusi
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Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023

(25 Januari — 08 Februari 2023)

. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI V

. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

dilaksanakan pada
Kamis, 26 Januari

KEMENTERIAN/ OBJEK
NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | DIRJEN SDA, DIRJEN RDP dilaksanakan | - Evaluasi pelaksanaan APBN RDP dilaksanakan secara
PERUMAHAN, pada Rabu, 25 Tahun Anggaran 2022; fisik dan menghadirkan
KEMENTERIAN PUPR Januari 2023, - Membahas Program Kerja Tahun | secara Virtual Kepala
pukul 10.00 WIB. 2023; Balai Wilayah Sungai dan
- Lain-lain. Kepala Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan
Seluruh Indonesia.
2. | SEKJEN, IRJEN, BKT RDP dilaksanakan | - Evaluasi pelaksanaan APBN RDP dilaksanakan secara
DAN BPSDM pada, Rabu 25 Tahun Anggaran 2022 ; fisik.
PERHUBUNGAN Januari 2023, - Membahas Program Kerja Tahun
KEMENTERIAN pukul 14.00 WIB. 2023;
PERHUBUNGAN - Lain-lain.
3. | DPRD KABUPATEN INFRASTRUKTUR | Konsultasi terkait Bantuan Movable | RDPU dilaksanakan
BARRU Bridge Pelabuhan. secara fisik.
RDPU
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Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023
(25 Januari — 08 Februari 2023)

KEMENTERIAN/ OBJEK
NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
2023, pukul 09.00
WIB.

4. | DIRJEN PERHUBUNGAN | RDP dilaksanakan |- Evaluasi pelaksanaan APBN RDP dilaksanakan secara
LAUT DAN DIRJEN pada Selasa, 31 Tahun Anggaran 2022; fisik dan menghadirkan
PERHUBUNGAN UDARA | Januari 2023, - Membahas Program Kerja Tahun secara Virtual KSOP,

pukul 10.00 WIB. 2023; Otoritas Bandar Udara
- Lain-lain. dan Kepala Unit
Penyelenggara Bandar
Udara Kelas I dan Kelas I
Khusus.
S. | DPRD PROVINSI INFRASTRUKTUR | Konsultasi terkait pengembangan RDPU dilaksanakan
MALUKU dan percepatan pembangunan secara fisik.
RDPU infrastruktur di Provinsi Maluku.
dilaksanakan pada
Selasa, 31 Januari
2023, pukul 13.30
WIB.

6. | DIRJEN HUBDAT, BPTJ, | RDP dilaksanakan |- Evaluasi pelaksanaan APBN RDP dilaksanakan secara
DAN DIRJEN pada Rabu, 1 Tahun Anggaran 2022; fisik menghadirkan
PERKERETAAPIAN Februari 2023, - Membahas Program Kerja secara Virtual Kepala

pukul 10.00 WIB. Tahun 2023; Balai Pengelola
- Membahas kecelakaan Kereta Transportasi Darat
Cepat Jakarta-Bandung seluruh Indonesia dan

- Lain-lain. Kepala Balai Teknik
Perkeretaapian seluruh
Indonesia.

7. | KEMENTERIAN Kunjungan Kunjungan Kerja ke 3 Lokasi:
PERHUBUNGAN Spesifik
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Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023

(25 Januari — 08 Februari 2023)

KEMENTERIAN/

OBJEK

NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
e Ditjen Perhubungan | dilaksanakan pada | 1. Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa
Darat, tanggal 2 - 4 Timur.
e Ditjen Perhubungan | Februari 2023. 2. Kab. Maros, Provinsi Sulsel
Laut (Surat Bupati).

e Ditjen Perkeretaapian
e PT. AP, PT. Pelindo

KEMENTERIAN PUPR
Ditjen Bina Marga
Ditjen SDA

Ditjen Cipta Karya
Ditjen Perumahan

3.

Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
(Meninjau Tol Sigli — Banda Aceh
yang ditargetkan selesai akhir
2022).

8. | SEKJEN, IRJEN,
KEPALA BPSDM-
PMDDTT, KEPALA
BPID, DDTT
KEMENTERIAN
DESA, PDT, DAN
TRANSMIGRASI

RDP dilaksanakan
pada Selasa, 7
Februari 2023 pada
pukul 10.00 WIB.

Evaluasi pelaksanaan APBN
Tahun Anggaran 2022;
Membahas Program Kerja Tahun
2023;

Lain-lain.

RDP dilaksanakan secara
fisik.

9. | DIRJEN PDP, DIRJEN
PEID, DIRJEN PPDT,
DIRJEN PK-TRANS
KEMENTERIAN DESA
PDT DAN
TRANSMIGRASI.

RDP dilaksanakan
pada Rabu, 8
Februari 2023 pada
pukul 10.00 WIB.

Evaluasi pelaksanaan APBN
Tahun Anggaran 2022;
Membahas Program Kerja Tahun
2023;

Lain-lain.

RDP dilaksanakan secara
fisik.

28



Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023

(25 Januari — 08 Februari 2023)

KEMENTERIAN/ OBJEK
NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
10.| KEPALA BMKG dan RDP dilaksanakan | - Evaluasi pelaksanaan APBN RDP dilaksanakan secara
KEPALA BADAN pada Rabu, 8 Tahun Anggaran 2022 BMKG fisik.

NASIONAL PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN
(BASARNAS),

Februari 2023,
pukul 14.00 WIB.

dan BNPP (Basarnas).
Membahas Program Kerja BMKG
dan BNPP (Basarnas) Tahun
2023.

Lain-lain.
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Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023

(25 Januari — 08 Februari 2023)

. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI VI

OBJEK

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | PT LEN Industri . Pelaksanaan . Evaluasi Kinerja Korporasi tahun 2022.
(Persero)/Defend ID undang-undang; 2. Roadmap Pengembangan Holding BUMN
- Pelaksanaan Industri Pertahanan (Defend.ID).
. 1122%%21%2?1 negara, . Inisiatif strategis perusahaan tahun
pemerintah. 2023.
2. | PT Dahana . Pelaksanaan . Evaluasi Kinerja Korporasi tahun 2022.
undang-undang; 2. Roadmap Pengembangan Holding BUMN
- Pelaksanaan Industri Pertahanan (Defend.ID).
. E;i%giiﬁ negara, . Inisiatif strategis perusahaan tahun
pemerintah. 2023.
3. | PT Dirgantara Indonesia . Pelaksanaan . Evaluasi Kinerja Korporasi tahun 2022.

undang-undang;

. Pelaksanaan

keuangan negara;

. Kebijakan

pemerintah.

. Roadmap Pengembangan Holding BUMN

Industri Pertahanan (Defend.ID).

. Inisiatif strategis perusahaan tahun

2023.
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undang-undang;

. Pelaksanaan

keuangan negara;

Ultra Mikro tahun 2022.
2.Evaluasi Pengembangan Segmen Ultra
Mikro Nasional.

OBJEK
NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
4. | PT PAL Indonesia . Pelaksanaan 1. Evaluasi Kinerja Korporasi tahun 2022.
undang-undang; 2. Roadmap Pengembangan Holding BUMN
. Pelaksanaan Industri Pertahanan (Defend.ID).
keug.ngan negara, 13 Inisiatif strategis perusahaan tahun 2023.
. Kebijakan
pemerintah.
5. | PT Pindad . Pelaksanaan 1. Evaluasi Kinerja Korporasi tahun 2022.
undang-undang; 2. Roadmap Pengembangan Holding BUMN
. Pelaksanaan Industri Pertahanan (Defend.ID).
keu:a.ngan Neeara; 13 Inisiatif strategis perusahaan tahun 2023.
. Kebijakan
pemerintah.
6 | PT Mahkota Sentosa . Pelaksanaan Pembahasan mengenai Aspirasi dari
Utama undang-undang; Konsumen Pengembang Pembangunan
. Pelaksanaan Apartemen Meikarta (PT Mahkota Sentosa
keuangan negara; Utama).
. Kebijakan
pemerintah.
7 | PT Bank Rakyat . Pelaksanaan 1.Evaluasi Kinerja Korporasi dan Sektor
Indonesia (Persero)Tbk, undang-undang; Ultra Mikro tahun 2022.
. Pelaksanaan 2.Evaluasi Pengembangan Segmen Ultra
keuangan negara; Mikro Nasional.
. Kebijakan
pemerintah. 3.Roadmap Pengembangan Sektor Ultra
Mikro.
8 | PT Pegadaian . Pelaksanaan 1.Evaluasi Kinerja Korporasi dan Sektor

31




Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023
(25 Januari — 08 Februari 2023)

Indonesia

undang-undang;

OBJEK
NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
. Kebijakan 3.Roadmap Pengembangan Sektor Ultra
pemerintah. Mikro.

9 | PT Permodalan Nasional . Pelaksanaan 1. Evaluasi Kinerja Korporasi dan Sektor

Madani undang-undang; Ultra Mikro tahun 2022.
. Pelaksanaan 2. Evaluasi Pengembangan Segmen Ultra
keuangan negara; Mikro Nasional.
. Kebijakan
pemerintah. 3. Rgadmap Pengembangan Sektor Ultra
Mikro.

10 | PT Bahana Pembinaan . Pelaksanaan 1.Evaluasi Kinerja Korporasi tahun 2022.
Usaha Indonesia undang-undang; 2.Roadmap Pengembangan Holding BUMN
(Persero) . Pelaksanaan Asuransi Tahun 2023.

. 112?;%21%2?1 negara, 3.Strategi Mitigasi Dalam Menghadapi
pemerintah. Ancaman Resesi Ekonomi Tahun 2023.
11 | PT Asuransi Jasa . Pelaksanaan 1. Evaluasi Kinerja Korporasi tahun 2022.
Indonesia, undang-undang; |2. Roadmap Pengembangan Holding BUMN
. Pelaksanaan Asuransi Tahun 2023.
. EZ‘;%ZE?E negara, |3, Strategi Mitigasi Dalam Menghadapi
pemerintah. Ancaman Resesi Ekonomi Tahun 2023.
12 | PT Asuransi Kredit . Pelaksanaan 1. Evaluasi Kinerja Korporasi tahun 2022.
Indonesia, undang-undang; 2. Roadmap Pengembangan Holding BUMN
. Pelaksanaan Asuransi Tahun 2023.
. 1}231%2}%2?1 nesara, |3, Strategi Mitigasi Dalam Menghadapi
pemerintah. Ancaman Resesi Ekonomi Tahun 2023.
13 | PT Jaminan Kredit . Pelaksanaan 1. Evaluasi Kinerja Korporasi tahun 2022.
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Pimpinan Pusat Hiswana
Migas (Himpunan
Wiraswasta Nasional
Minyak dan Gas Bumi)

undang-undang;

. Pelaksanaan

keuangan negara;

. Kebijakan

pemerintah.

OBJEK
NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
. Pelaksanaan 2. Roadmap Pengembangan Holding BUMN
keuangan negara; Asuransi Tahun 2023.
. Kebijakan 3. Strategi Mitigasi Dalam Menghadapi
pemerintah. Ancaman Resesi Ekonomi Tahun 2023.
14 | PT Jasa Raharja . Pelaksanaan 1. Evaluasi Kinerja Korporasi tahun 2022.
undang-undang; 2. Roadmap Pengembangan Holding BUMN
. Pelaksanaan Asuransi Tahun 2023.
keuangan negara; |3, Strategi Mitigasi Dalam Menghadapi
. Kebijakan Ancaman Resesi Ekonomi Tahun 2023.
pemerintah.
15 | PT Pertamina (Persero) . Pelaksanaan 1. Evaluasi kinerja korporasi tahun 2022
Holding Minyak dan Gas undang-undang; 2. Roadmap pengembangan Jaringan Gas
. Pelaksanaan Nasional, dan
keuangan negara; 3. Inistiatif strategis perusahaan tahun
. Kebijakan 2023.
pemerintah.
16 | PT Semen Indonesia . Pelaksanaan Membahas mengenai rencana Semen
(Persero) Thk undang-undang; Indarung I menjadi World Heritage
. Pelaksanaan
keuangan negara;
. Kebijakan
pemerintah.
17 | Ketua Umum Dewan . Pelaksanaan Masukan terhadap hambatan dan kendala

dalam distribusi elpiji.
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OBJEK
NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
18 | Menteri Investasi/Kepala | a. Pelaksanaan Membahas Evaluasi Kinerja Kementerian
BKPM undang-undang; Investasi/BPKM Tahun 2022.
b. Pelaksanaan
keuangan negara;
c. Kebijakan
pemerintah.
D. TUGAS KHUSUS
NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | PT Adhi Karya (Persero) Thk Peninjauan Kesiapan LRT Jabodetabek Stasiun
Dan PT INKA (Persero) Harjamukti Depok Jawa Barat
2. | Perum Perumnas Tangerang Peninjauan Ke Apartemen Mahata Serpong,
Selatan Tangsel
3. | PT Perusahaan Listrik Negara Peninjauan Ke PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero) (Persero) Ke Manado, Provinsi Sulawesi Utara
4. | PT POS Indonesia (Persero) Peninjauan ke PT POS Indonesia (Persero) di
Bandung, Jawa Barat
5. | PT KAI (Persero) Peninjauan ke PT Kereta Api Indonesia (Persero)
di Bandung, Jawa Barat
PTPN VIII Peninjauan ke PTPN VIII di Bandung, Jawa Barat
PT Pertamina (Persero) Peninjauan ke Tanjung Sekong, Cilegon Banten
PT Pertamina Patra Niaga Peninjauan ke Tanjung Perak, Surabaya Jawa
Timur.
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LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI VII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. RUU tentang Rapat Panja dengan Eselon I Perbahasan DIM per DIM.
ENERGI BARU DAN | Pemerintah dilaksanakan pada
ENERGI tanggal 25 Januari 2023, pukul
TERBARUKAN (RUU | 10.00 WIB.
2. EBET) Rapat Intern Panja dilaksanakan | Penyamaan Persepsi terhadap
pada tanggal 26 Januari 2023, DIM RUU EBET.
pukul 10.00 WIB.
3. Rapat Panja dengan Eselon I Melanjutkan perbahasan DIM per
Pemerintah dilaksanakan pada DIM.
tanggal 26 Januari 2023, pukul
11.00 WIB.
4. RUU tentang Rapat Intern Komisi dengan Presentasi draft RUU tentang
Perubahan Kedua Kepala BKD dilaksanakan pada | Perubahan Kedua Atas Undang
Atas Undang tanggal 30 Januari 2023, pukul | Undang Nomor 22 Tahun 2001
Undang Nomor 22 11.00 WIB. tentang Minyak dan Gas Bumi.
5. Tahun 2001 Rapat Intern Komisi Pembahasan Penyusunan RUU

tentang MINYAK
DAN GAS BUMI

dilaksanakan pada tanggal 06
Februari 2023, pukul 13.00
WIB.

tentang Perubahan Kedua Atas
Undang Undang Nomor 22 Tahun
2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN
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C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

KEMENTERIAN/
NO OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
LEMBAGA
1. Kepala BRIN a. Pelaksanaan undang- |1. Pembahasan Realokasi Anggaran BRIN
undang; RI TA. 2023 terkait langsung untuk
b. Pelaksanaan masyarakat;
keuangan negara; 5 Lain-lain.
c. Kebijakan pemerintah.
Dilaksanakan pada
tanggal 30 Januari 2023
Pukul 13.00 WIB.
2. 1. Pimpinan DPRD a. Pelaksanaan undang- |Audiensi terkait pembangunan PLTS dan
Provinsi Maluku undang; Pengangkatan Inspektur Tambang.
2. Wakil Ketua dan b. Pelaksanaan
Anggota Komisi II keugngan negara,
DPRD Provinsi c. Kebijakan pemerintah.
Maluku Dilaksanakan pada
tanggal 31 Januari 2023
Pukul 13.00 WIB.
3. 1. Direktur Utama a. Pelaksanaan undang- | 1. Program prioritas PT PGN dan anak
PT PGN, Tbhk undang; perusahaan Tahun 2023;
2. Direktur Utama b. Pelaksanaan 2. Realisasi Jargas Tahun 2022;
Sub Holding PT léelég'nl%an negara; h 3. Target Jargas Tahun 2023;
PGN, Tbk. c. Rebyakan pemerintah. |, plisasi harga gas bumi 6 USD per
Dilaksanakan pada MMBTU;
tanggal 01 Februari 2023 | 5. Lain-lain.
Pukul 10.00 WIB.
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KEMENTERIAN/
NO LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
4. 1. Dirjen Minerba a. Pelaksanaan undang- | 1. Realisasi RKB Pertimahan;
Kementerian undang; 2. Hilirisasi Timah;
ESDM b. Pelaksanaan 3. Pengembangan teknologi kesiapsiagaan
2. Dirjen ILMATE keu.a%ngan negara; po‘.tensi. bencana di Indonesia;
Kementerian c. Kebijakan pemerintah. | 4. Lain-lain.
Perindustrian Dilaksanakan pada
3. Ketua Umum tanggal 01 Februari 2023
Asosiasi Industri Pukul 13.00 WIB.
Timah Indonesia
(AITI)
4. Wakil Ketua
Asosiasi Eksportir
Timah Indonesia
(AETI)
S. Kepala SKK Migas a. Pelaksanaan undang- | 1. Realisasi Produksi, lifting, pendapatan
undang; dan investasi Tahun 2022 di sektor hulu
b. Pelaksanaan migas;
keuangan negara; 2. target dan program prioritas hulu migas
c. Kebijakan pemerintah. di Tahun 2023;
3. Lain-lain.
Dilaksanakan pada
tanggal 01 Februari 2023
Pukul 16.00 WIB.
0. Menteri ESDM RI a. Pelaksanaan undang- | 1. Evaluasi kinerja TA. 2022;
undang; 2. Program prioritas TA.2023;
b. Pelaksanaan 3. Pembahasan Permen ESDM Nomor 15

keuangan negara;

Tahun 2022 tentang Tata Cara
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KEMENTERIAN/
NO LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
c. Kebijakan pemerintah. Penetapan Pengguna dan harga Gas
Bumi Tertentu di Bidang Industri;
Dilaksanakan pada . Lain-lain.
tanggal 02 Februari 2023
Pukul 10.00 WIB.
7. 1. Direktur Utama a. Pelaksanaan undang- Program prioritas MIND ID dan PT
MIND ID undang; Freeport Indonesia Tahun 2023;
2. Presiden Direktur b. Pelaksanaan Progres' smelter PT Freeport Indonesia
PT Freeport keug.ngan negara; di 'GI'CS'lk;
Indonesia c. Kebijakan pemerintah. Lain-lain.
Dilaksanakan pada
tanggal 06 Februari 2023
Pukul 14.00 WIB.
8. Ketua Umum a. Pelaksanaan undang- Strategi penyaluran BBM dan LPG tepat
Hiswana Migas undang; sasaran;
b. Pelaksanaan Fenomena penjualan Stasiun Pengisian
keuangan negara; Bahan Bakar Umum (SPBU);
c. Kebijakan pemerintah. Lain-lain.
Dilaksanakan pada
tanggal 06 Februari 2023
Pukul 16.00 WIB.
9. Direktur Utama PT a. Pelaksanaan undang- Program strategis holding dan sub

Pertamina (Persero)

undang;

b. Pelaksanaan
keuangan negara;

c. Kebijakan pemerintah.

holding PT Pertamina (Persero) Tahun
2023

Cadangan strategis dan operasional
Migas PT Pertamina (Persero)
Lain-lain
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KEMENTERIAN/
LEMBAGA

NO

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Dilaksanakan pada
tanggal 07 Februari 2023
Pukul 13.00 WIB.

10. | Direktur Utama PT
PLN (Persero)

a. Pelaksanaan undang-
undang;

b. Pelaksanaan
keuangan negara;

c. Kebijakan pemerintah.

Dilaksanakan pada
tanggal 08 Februari 2023
Pukul 10.00 WIB.

Program Strategis PT PLN (Persero) dan
Sub Holding Tahun 2023;

Update supply dan demand
ketenagalistrikan;

Lain-lain.
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LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI VIII

. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

KEMENTERIAN/ OBJEK
NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Kementerian Sosial Pengawasan terhadap |e Komisi VIII DPR RI dapat memahami realisasi
RI program bantuan anggaran bantuan sosial (Bansos) Kementerian
2%32131 (bansos) tahun Sosial TA 2022 sebesar Rp91.884.679.114.935,-

(Sembilan Puluh Satu Triliun Delapan Ratus
Delapan Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tujuh
Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Belas Ribu
Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) atau
sebesar 98,71 persen dari Pagu Anggaran
Bansos sebesar Rp93.086.716.563.000,-
(Sembilan Puluh Tiga Triliun Delapan Puluh Enam
Miliar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus
Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).

e Komisi VIII DPR RI mengapresiasi capaian
kinerja Kementerian Sosial Tahun 2021 yang
dibukukan dengan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa
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KEMENTERIAN/ OBJEK
NO INFO SINGKAT KETERANGAN
LEMBAGA PENGAWASAN

Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun
2021, serta raihan penghargaan-penghargaan
lainnya.

e Komisi VIII DPR RI mendukung usulan Menteri
Sosial RI untuk mendorong Kementerian
Keuangan RI untuk membuka blokir anggaran di
awal tahun agar memperlancar proses
penyaluran bansos.

e Komisi VIII DPR RI mendukung cleansing data
untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan Nasional (PBI JKN) agar benar-benar
dapat dimanfaatkan oleh para penerima manfaat
dengan kuota sebanyak 111.400.000 jiwa
sebagaimana dituangkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2020-2024.

e Komisi VIII DPR RI mendorong Menteri Sosial RI
untuk melakukan evaluasi penyaluran bantuan
sosial melalui bank-bank penyalur yang
tergabung dalam Himbara dengan memegang
kendali (dashboard) penyaluran bansos di
tangan Kementerian Sosial RI. Selanjutnya
Komisi VIII DPR RI akan mengagendakan rapat
khusus dengan Himbara terkait dengan
penyaluran bantuan sosial.
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OBJEK
PENGAWASAN

KEMENTERIAN/

NO
LEMBAGA

INFO SINGKAT

KETERANGAN

2. | Kementerian Agama | Pembahasan BPIH
RI tahun 1444H/2023M
dan hasil kunjungan
Panja BPIH ke Arab
Saudi

Pada Rapat Dengar Pendapat Panja BPIH Komisi
VIII DPR RI dengan Dirjen Penyelengaraan Haji Dan
Umroh Kementerian Agama RI, Irjen Kementerian
Agama RI, Kepala Pelaksana Badan Pengelola
Keuangan Haji, Dirjen Perhubungan Udara
Kementerian Perhubungan RI, Kepala Pusat
Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI, dan
Direktur Utama PT Garuda Indonesia. membahas
“Pembahasan Masukan Atas Hasil Peninjauan
Tim Panja BPIH Komisi VIII DPR RI ke Arab
Saudi Tahun 1444 H/2023 M”, dapat dicatat
beberapa hal sebagai berikut:
1. Panja Pemerintah terkait hasil kunjungan kerja
ke Arab Saudi menyampaikan beberapa hal

sebagai berikut:

a. Pertemuaan dengan GACA terkait kesiapan
Bandara Thaif yang belum memenuhi
standar pelayanan Jemaah haji tahun 1444
H/2023 M, kemudian Bandara Kertajati
akan dilakukan inspeksi bersama
Kementerian Perhubungan untuk
melakukan inspeksi pada 14 Februari 2023,
segera melakukan kontrak dengan maskapai
agar dapat mengajukan slot time kedatangan
dan kepulangan Jemaah baik melalui
bandara Madinah maupun Jeddah.
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NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBJEK
PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

b. Akomodasi dengan system zonasi 5 wilayah
di Mekkah dan Madinah tidak ada
perubahan.

c. Simulasi penurunan BPIH dengan asumsi
nilai tukar 1 USD=Rp.15.300 dan 1
SAR=Rp4.080,- menjadi 1 USD=Rp15.00 dan
1 SAR=Rp.000.

d. Akomodasi Makkah dari harga semula
SAR4.600 menjadi SAR4.450.

e. Catering Mekkah dan Madinah yang semula
makan 3 kali dengan harga SAR18.5 menjadi
2x makan dengan harga satuan SAR18,5
dan sarapan dengan harga satuan SAR12.

f. Konsumsi 3 hari sebelum masyair dan 2 hari
setelah masyair tidak diberikan makan.

. Dirjen Perhubungan sudah melakukan

koordinasi untuk kesiapan Kertajati menjadi
landasan pemberangkatan Jemaah haji dan
belum ada koordiansi dengan pihak
perhubungan Saudi Arabia terkait penggunaan
Bandara Thaif sebagai landasan Jemaah haji
tahun ini.

. PT Garuda prinsipnya siap mendukung

penerbangan haji dan akan ikut skema biaya
yang disepakati antara DPR dan Pemerintah.

. Kepala BPKH menyampaikan beberapa hal

sebagai berikut:
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KEMENTERIAN/ OBJEK
NO INFO SINGKAT KETERANGAN
LEMBAGA PENGAWASAN

a. Tingkat likuiditas keuangan Haji tetap
terjaga sesuai ketentuan yakni minimal 2x
BPIH di mana posisi Desember 2023 adalah
sebesar 2,3x BPIH dan dana likuiditas
tersebut tersedia pada BPS BPIH.

b. Proyeksi nilai manfaat keuangan haji
diharapkan mampu memenuhi biaya
penyelenggaraan ibadah haji yang didanai
dari sumber nilai manfaat.

c. Pengadaan likuiditas penyelenggaraan
ibadah haji dalam valuta asing siap pada
saat dibutuhkan dan saat ini BPKH sedang
menyiapkan terkait hal tersebut
berkoordinasi dengan perbankan.

5. Kepala Pusat Kesehatan haji menyampaikan
beberapa hal berikut:

a. Menyampaikan kebutuhan anggaran
Kesehatan haji di antaranya obat-obatan,
vaksin menginitis, penugasan petugas
kesehatan haji, klinik kesehatan haji yang
ada di Mekkah, Madinah dan Jeddah,
pembekalan intergarasi PPIH Arab Saudi,
dan melaksanakan pelatihan kompetensi
petugas kesehatan haji.

b. Pihak syarikah Arab Saudi di Mina tidak
memberikan tempat klinik kesehatan yang
permanen, karena itu dalam pelayanan
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KEMENTERIAN/ OBJEK
NO INFO SINGKAT KETERANGAN
LEMBAGA PENGAWASAN

kesehatan di sekitar MINA dilakukan dengan
mobile pelayanan kesehatan keliling di
tenda-tenda Jemaah haji.

6. Panja BPIH Komisi VIII DPR RI meminta kepada
Panja Pemerintah Kementerian Agama RI untuk
melakukan rasionalisasi atau upaya penurunan
besaran BPIH sebagaimana hasil temuan
Kunjungan Kerja ke Arab Saudi.
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LAPORAN DWI MINGGUAN

. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

KOMISI IX

KEMENTERIAN/

NO LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1 | Komisi IX DPR RI Audiensi terkait korban . Komisi IX DPR RI berterima kasih atas . Komisi IX DPR RI
melaksanakan Gagal Ginjal Akut Pada masukan yang diberikan oleh Tim berterima kasih

Audiensi dengan

Tim Advokasi Untuk

Kemanusiaan

Anak (GGAPA) tanggal 25
Januari 2023.

Advokasi Untuk Kemanusiaan, sehingga
bisa dijadikan bahan pembahasan dalam
rapat dengan mitra Komisi IX DPR RI
baik itu Kementerian Kesehatan RI
maupun BPOM RI.

. Komisi IX DPR RI akan mendesak

kembali Kementerian Kesehatan RI
untuk melaksanakan Keputusan Rapat
Kerja tanggal 2 November 2022, dimana
salah satu poinnya adalah memberikan
santunan kepada keluarga korban serta
menjamin pengobatan bagi anak-anak
kasus GGAPA yang masih dalam
perawatan sampai sembuh serta
mengupayakan kesembuhan mereka.

atas masukan
yang diberikan
oleh Tim
Advokasi Untuk
Kemanusiaan,
sehingga bisa
dijadikan bahan
pembahasan
dalam rapat
dengan mitra
Komisi IX DPR RI
baik itu
Kementerian
Kesehatan RI
maupun BPOM
RI.
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NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

2. Komisi IX DPR RI
akan mendesak
kembali
Kementerian
Kesehatan RI
untuk
melaksanakan
Keputusan Rapat
Kerja tanggal 2
November 2022,
dimana salah
satu poinnya
adalah
memberikan
santunan kepada
keluarga korban
serta menjamin
pengobatan bagi
anak-anak kasus
GGAPA yang
masih dalam
perawatan
sampai sembuh
serta
mengupayakan
kesembuhan
mereka.

Komisi IX DPR RI
melaksanakan
Audiensi dengan
Dewan Pengurus

Audiensi terkait
permasalahan honorer

Hal-hal yang disampaikan oleh :

1. Dewan Pengurus Nasional Forum
Komunikasi Honor Nakes dan Non Nakes
(FKHN), yaitu:

Komisi IX DPR RI
berterima kasih atas

masukan yang
diberikan oleh
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KEMENTERIAN/

Honorer Nakes dan
Non Nakes (FKHN)
Indonesia, serta
Ketua HTKN
Kabupaten OKU
Timur

b. Masih melihat belum adanya
keseriusan pemerintah daerah untuk
menyelesaikan permasalahan terkait
tenaga kesehatan honorer ini, bahkan
untuk Kabupaten Tangerang,
Kabupaten Way Kanan tidak
membuka formasi untuk PPPK;

c. Masih banyak tenaga kesehatan non
ASN yang belum terdaftar di SISDMK;

d. Formasi yang dibuka oleh pemerintah
daerah hanya sedikit, karena
ketidakcukupan APBD;

e. Untuk tenaga non nakes yang bekerja
di fasyankes, beberapa formasi sudah
terakomodir, namun masih banyak
yang belum;

f. Input analisa jabatan sering tidak
sesuai dengan tugas di fasyankes
masing-masing;

g. Meminta perekrutan PPPK tahun
2023 mengoptimalkan serta
mengakomodir tenaga kesehatan
yang telah mengabdi di fasyankes
masing-masing;

h. Afirmasi yang diberikan berdasarkan
masa kerja serta usia.

. Himpunan Tenaga Kesehatan Non ASN

(HTKN) Kabupaten OKU Timur, yaitu :

NO LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
Nasional Forum Nakes dan Non Nakes a. Saat ini masih terdapat 19.000 Dewan Pengurus
Komunikasi tanggal 25 Januari 2023. tenaga kesehatan Non ASN di DKI; Nasional FKHN dan

HTKN Kabupaten
OKU Timur,
sehingga bisa
dijadikan bahan
pembahasan dalam
rapat dengan mitra
Komisi IX DPR RI.
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KEMENTERIAN/
NO LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
a. Masih terdapat 1.471 Nakes Non ASN
di Kabupaten OKU Timur;
b. Selain itu juga terdapat 132 non
tenaga kesehatan yang mengabdi di
fasyankes.
Menanyakan status tenaga kesehatan non
ASN dan Non Nakes setelah tahun 2023.
3 | Komisi IX DPR RI . Penjelasan terhadap 1. Komisi IX DPR RI mendesak Rapat bersifat

Rapat dengan
Kementerian
Kesehatan RI

evaluasi pelaksanaan
program kerja (Prioritas
Nasional dan Prioritas
Bidang) Tahun 2022

. Penjelasan hasil review

Formularium Nasional
(Fornas) Tahun 2022

. Upaya Penanganan

Covid 19 Pasca
Pencabutan Status
PPKM, pelaksanaan
program vaksinasi
Covid 19

. Penjelasan strategi

percepatan
pelaksanaan
transformasi Kesehatan
Tahun 2023.

Penjelasan sikap
pemerintah terhadap RUU
tentang kesehatan
(omnibus Kesehatan)

Kementerian Kesehatan RI mengevaluasi
secara menyeluruh dan terukur
terhadap pelaksanaan program/kegiatan
dan anggaran tahun 2022 dengan sisa
anggaran sebesar Rp. 9.809.295.518,
231,- (Sembilan Triliun Delapan Ratus
Sembilan Miliar Dua Ratus Sembilan
Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan
Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu
Rupiah), dari total anggaran
Rp.130.679.812.498.000 (Seratus Tiga
Puluh Trilian Enam Ratus Tujuh Puluh
Sembilan Miliar Delapan Ratus Dua Belas
Juta Empat Ratus Sembilan Puluh
Delapan Ribu Rupiah), untuk menjadi
pembelajaran dan basis dalam
melakukan upaya percepatan
pelaksanaan program dan optimalisasi
anggaran tahun 2023, dengan

terbuka.
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tanggal 24-26 Januari
2023.

memperhatikan masukan Komisi IX DPR
RI, di antaranya sebagai berikut:

a.

Perencanaan yang lebih matang
dengan penentuan target sasaran
berdasarkan kondisi riil dan
kebutuhan masyarakat;

Pelaksanaan program/kegiatan harus
sesegera mungkin diimplementasikan
di awal tahun anggaran berjalan;
Evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan harus dilakukan
secara berkala per triwulan dan
segera melakukan realokasi anggaran
yang berpotensi sulit terealisasi;
Optimalisasi tugas dan fungsi
inspektorat Jenderal dalam
mengakselerasi pelaksanaan
program/kegiatan dan realisasi
anggaran; dan

Perbaikan sistem pengadaan barang
dan jasa yang transparan, akuntabel
yang berkualitas secara tepat waktu.

. Komisi IX DPR RI menilai bahwa capaian

pelaksanaan program prioritas nasional
dan program prioritas bidang tahun
2022 belum berjalan optimal. Untuk itu,
komisi IX DPR RI mendesak
Kementerian Kesehatan RI segera
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melakukan pembenahan secara
mendasar di level program /kegiatan,
terutama:

a.

Penguatan program gizi, kesehatan
ibu dan anak dengan memastikan
seluruh perbekalan kesehatan
tersedia secara berkualitas dan
merata, termasuk Pemberian
Makanan Tambahan (PMT) bagi
kelompok sasaran;

Percepatan transformasi layanan
primer dengan memastikan sarana
prasarana untuk program deteksi
dini yang berkualitas dan pemenuhan
SDM Kesehatan, termasuk tenaga
honorer, secara merata di Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
Perluasan dan pemerataan akses
pengobatan pasien penyakit
katastropik dalam Formularium
Nasional (Fornas), termasuk diabetes,
jantung, kanker, stroke, dan;
Persiapan pelaksanaan program BIAN
dan BIAS tahun 2023 dengan
memastikan ketersediaan vaksin
secara tepat waktu.

. Komisi IX DPR RI mendesak

Kementerian Kesehatan RI untuk
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mematuhi dan menjalankan seluruh
kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat
Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR
RI yang telah disepakati bersama, sesuai
amanat Pasal 74 Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (UU MD3).

. Komisi IX DPR RI mendesak

Kementerian Kesehatan RI menjalankan

hasil kesimpulan Rapat Kerja tanggal 2

November 2022 terkait tanggung jawab

kementerian Kesehatan RI

menyelesaikan kejadian Gangguan

Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA)

pada anak indonesia, terutama:

a. Memberikan santunan kepada para
keluarga korban GGAPA yang
meninggal sesuai dengan peraturan
yang berlaku; dan

b. Menjamin seluruh pembiayaan
pengobatan dan perawatan paliatif
anak-anak korban kasus GGAPA
melalui program Jaminan Kesehatan
Nasional sebagai peserta Penerima
Bantuan Iuran (PBI).
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(Panja) dengan :

1. Dirjen Pengawas
Ketenagakerjaan
dan K3
Kementerian
Ketenagakerjaan
RI.

2. Bupati
Kabupaten
Morowali Utara.

3. Kapolres
Morowali Utara.

4. Kadisnaker
Provinsi dan
kabupaten
Morowali Utara
Sulawesi Tengah.

5. Pengawas
ketenagakerjaan
Provinsi Sulawesi
Tengah.

6. Managemen PT
Gunbuster Nickel
Industri (GNI)
Morowali Utara,
Sulawesi Tengah.

7. Ketua Federasi
Serikat Pekerja
Nasional
Indonesia (FSPNI)

Kebijakan Terhadap
Keberadaan TKA di
Indonesia, Kasus PT GNI di
Kabupaten Morowali Utara
pada Jumat, 27 Januari
2023.

kejadian yg menimbulkan korban jiwa,
meskipun pembahasan telah dilakukan
berkali-kali.

. Komisi IX DPR RI meminta agar

perusahaan memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan terkait
tuntutan pekerja yang disampaikan
oleh serikat pekerja.

. Komisi IX DPR RI meminta agar

perusahaan memberikan akses kepada
serikat pekerja dalam menyampaikan
aspirasi untuk diterima secara mudah
oleh manajemen PT. GNI untuk
bertemu.

. Komisi IX DPR RI meminta agar

perusahaan memperhatikan secara
masif atas jabatan sesuai dengan
nomenklatur jabatan yang di tentukan
sesuai dengan peraturan dan UU.

. Komisi IX DPR RI meminta terkait

Penggunaan bahasa Indonesia oleh
Tenaga Kerja Asing (TKA).

KEMENTERIAN/
NO LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
4 | Rapat Panitia Kerja | Pengawasan dan . Komisi IX DPR RI sangat prihatin atas
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Kabupaten
Morowali Utara
dan perwakilan

pekerja PT. GNI.

Kunjungan Kerja
Spesifik Komisi IX
DPR RI

. Pelindungan Jaminan

Sosial Pekerja ke
Provinsi Kalimantan
Timur.

Rekomendasi Kunspek Kalimantan Timur:
1. Mengingat adanya permasalahan

terkait pelaksanaan jaminan sosial
ketenagakerjaan, sebaiknya setiap
perusahaan yang memiliki operasional
disuatu daerah, maka mendaftarkan
kepesertaannya di masing-masing
cabang atau wilayah BPJS
Ketenagakerjaan sesuai lokasi
operasional perusahaan, bukan
terbuka secara umum, misal di Kota
DKI Jakarta atau kota lain. Hal ini
untuk memudahkan kontrol terhadap
kepatuhan baik pembayaran tepat
waktu ataupun memastikan seluruh
pekerja telah terlindungi;

. Mendorong adanya regulasi dalam

bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang
mengatur tentang perlindungan
jaminan sosial ketenagakerjaan
khususnya bagi pekerja mandiri,
pelaku UKM, dan pekerja rentan;
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2. Pelindungan Pekerja
Migran ke Provinsi
1. Kepulauan Riau.
2. Sulawesi Selatan

3. Mendorong peran aktif pemerintah

daerah dalam hal dukungan advokasi
dalam mensosialisasikan Program BPJS
Ketenagakerjaan kepada pekerja-
pekerja di sektor mandiri atau informal
melalui media konvensional maupun
media digital/sosial media;

. Karena masih banyak pekerja yang

belum terlindungi memiliki risiko tinggi
serta penghasilan minim dan
kesejahteraan di bawah rata-rata
sehingga masuk dalam kategori Pekerja
Rentan. Untuk itu diharapkan
dukungan pemerintah daerah agar
dapat menganggarkan dari APBD
perlindungan jaminan sosial
ketenagakerjaan bagi pekerja rentan
yang merupakan implementasi
pelaksanaan Inpres Nomor 04 Tahun
2022 tentang Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem.

Rekomendasi Kunspek Kepulauan Riau :
1. Komisi IX DPR RI mendesak BP3MI dan

BPJS Ketenagakerjaan untuk
mengefektifkan dan mengoptimalkan
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Senin s.d. Rabu 30
Januari - 1 Februari 2023

kinerja mereka dalam melayani Calon
Pekerja Migran Indonesia (CPMI);

. Sebagai upaya untuk memastikan

Warga Negara Indonesia yang akan
bekerja keluar negeri hanya melalui
jalur resmi yang difasilitasi pemerintah
Republik Indonesia, Komisi IX DPR RI
mendesak BP3MI Tanjung Pinang
untuk segera memberantas Mafia yang
memberangkatkan PMI tanpa dokumen
resmi;

. Sebagai upaya untuk mencegah

pemberangkatan PMI secara non
prosedural, Komisi IX DPR RI meminta
BP3MI Kepulauan Riau berkoordinasi
dengan pihak Imigrasi dan pihak
kepolisian untuk mengoptimalkan
pengawasan di pelabuhan-pelabuhan
resmi dan pelabuhan tikus yang ada di
Tanjung Pinang dan Batam,;

. Sebagai Ikhtiar untuk memastikan

Warga Negara Indonesia yang akan
keluar negeri tidak tergiur dan enggan
bekerja keluar negeri secara non
prosedural, Komisi IX DPR RI
mendesak BP3MI kepulauan Riau
melakukan sosialisasi secara masif
tentang pemberangkatan PMI tanpa
dipungut biaya alias gratis pada
masyarakat Tanjung Pinang, agar
mereka hanya bersedia menjadi PMI
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dengan prosedur yang telah ditetapkan
pemerintah Republik Indonesia,;

5. Sebagai upaya agar Masyarakat
Tanjung Pinang hanya bersedia bekerja
melalui Jalur resmi, Komisi IX DPR RI
mendesak BPJS Ketenagakerjaan
Kanwil Sumbarriau untuk melakukan
sosialisasi secara masif pada
masyarakat Tanjung Pinang tentang
hak jaminan sosial dan ekonomi yang
akan diperoleh PMI.

Temuan dan Rekomendasi Kunspek
Sulawesi Selatan :

e Temuan-Temuan

1. Peran Pemerintah Kota dalam
memberikan perlindungan terhadap
PMI dilakukan dalam kerangka
program pendidikan dan pelatihan
Walikota Makassar kepada 8.000
warga kurang mampu yang saat ini
sudah mencapai 5.000 warga di
lorong-lorong jalan warga di wilayah
Makassar dan sekitarnya;

2. Dalam menjalankan program
tersebut pada poin satu di atas,
Pemerintah Kota Makassar bekerja
sama dengan berbagai pihak
termasuk BPJS Ketenagakerjaan
dengan prinsip satu warga yang
mampu membantu satu warga
kurang mampu yang dalam
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KETERANGAN

programnya disebut "Parikatte" atau
"resiliance obligation”;

. Dalam perlindungan PMI terkait

kasus TPPO, langkah strategis yg
ditempuh Pemkot Makassar adalah
dengan mengatur mekanisme dan
prosedur penempatan PMI melalui

sosialisasi yang diberikan sejak awal.

Hasilnya screening terhadap calon
PMI, bagi mereka yang terindikasi,
maka Pemkot tidak memberikan
rekomendasi untuk pembuatan
paspor maupun persetujuan atas job
ordemya. Perlindungan PMI
dilakukan sejak sebelum
penempatan dan setelah bekerja;

. Jumlah kasus TPPO di Makassar

Sulawesi Selatan saat ini ada 23
orang. Kasus tersebut merupakan
warga dari daerah lainnya di
Sulawesi Selatan yang melakukan
transit. Data penempatan PMI di
Sulawesi Selatan, saat ini sejumlah
1.110 PMI yang ditempatkan ke
sejumlah negara. Disamping itu,
terdapat pula data-data penempatan
nonprosedural yang jumlahnya
mencapai 1.000-an yg berangkat ke
negara Malaysia dengan alasan
mengunjungi sanak keluarga dan
handai taulan;
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5. Berdasarkan laporan Polda Sulawesi

Selatan, kasus TPPO yang ditangani
saat ini berjumlah 6 orang dengan
modus, PMI yang bekerja di Malaysia
diminta oleh Pemberi Kerja di
Malaysia untuk mengajak bekerja di
perkebunan kelapa sawit.

e Rekomendasi
1. Komisi IX mendesak Kementerian

Ketenagakerjaan untuk melakukan
kerja sama dengan Pemerintah Kota
Makassar untuk memberikan
pelatihan kepada Masyarakat sesuai
dengan program Pemerintah Kota
Makassar pada Balai Latihan Kerja
yg ada dibawah koordinasi
Kementerian Ketenagakerjaan RI;

. Komisi IX DPR RI mendesak BP2MI

untuk meningkatkan koordinasi
dalam perlindungan PMI dengan
Pemerintah Kota Makasar dan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
dalam rangka mengefektifkan peran
Layanan Terpadu Satu Atap Sulawesi
Selatan yang telah diresmikan
Gubernur Sulawesi Selatan di Kota
Parepare;

. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS

Ketenagakerjaan untuk
meningkatkan kerja sama dengan
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berbagai pihak termasuk Pemerintah
Kota Makassar, LTSA dan instansi

lainnya dalam meningkatkan

perlindungan kepada PMI di satu sisi

dan perluasan kepesertaan BPJS

Ketenagakerjaan di sisi lainnya;
4. Komisi IX DPR RI menyampaikan

apresiasi kepada Polda Sulawesi

Selatan atas pengungkapan kasus
tindak pidana perdagangan orang

yang terjadi di Sulawesi Selatan
dalam rangka meningkatkan
perlindungan.

6 | Kunjungan Kerja
Spesifik Komisi IX
DPR RI Ke:

1. IKN Nusantara

3. Prov. Sulawesi
Selatan

2. Prov. Kep. Batam

Komisi IX DPR RI
melaukan pertemuan dan
diskusi dengan Otorita IKN
maupun pemerintah
daerah bersama dengan
para mitra terkait
(Kementerian Kesehatan
RI, Dewas dan Direksi
BPJS Kesehatan RI)
tanggal 02-04 Februari
2023.

Pengawasan oleh Komisi IX DPR RI ke
beberapa daerah untuk memperoleh

gambaran terkait pembangunan fasilitas

pelayanan kesehatan. Gambaran dan

masukan tersebut diperoleh melalui diskusi
yang dilakukan dengan Pemerintah Daerah,
masyarakat langsung maupun mitra kerja

Komisi IX DPR RI.

Hasil pengawasan

akan ditindaklanjuti

dalam rapat kerja
bersama mitra
terkait.

7 | Komisi IX DPR RI
Rapat dengan
Kementerian
Kesehatan RI

1. Upaya penangan Covid
19 pasca pencabutan
status PPKM,
khususnya
pelaksanaan program
vaksinasi covid-19,
dan;

1. Paska pencabutan status PPKM, Komisi

IX DPR RI mendesak Kementerian
Kesehatan RI untuk tetap

mengantisipasi varian baru COVID-19
dengan memperhatikan status PHEIC

(Public Health Emergency of
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a.

2. Penjelasan Strategi
percepatan
pelaksanaan
transformasi kesehatan
tahun 2023,
khususnya:

Reformasi sistem
pengadaan barang
dan jasa;

. Strategi percepatan

penanganan
penyakit tidak
menular dan
penyakit menular;
Pemenuhan tenaga
dokter spesialis
melalui program
Academic Health
System (AHS);
Peta jalan lintas
sektoral terkait
kemandirian obat
dan alkes dalam
negeri.

Tanggal 08 Februari 2023.

International Concern) dari WHO,

melalui:

a. Percepatan vaksinasi primer
lengkap di seluruh provinsi,
vaksinasi dosis ke-2 lansia, dan
vaksinasi booster;

b. Memastikan regulasi tes COVID-
19 yang dilakukan secara mandiri
di masyarakat;

c. Edukasi dan sosialisasi protokol
kesehatan demi meminimalisir
penularan virus; dan

d. Integrasi prosedur alur perawatan
bagi orang yang positif COVID-19
termasuk bagi yang melakukan tes
mandiri.

. Komisi IX DPR RI mendesak

penguatan pelaksanaan program
Bulan lmunisasi Anak Nasional
(BIAN) dan Bulan lmunisasi Anak
Sekolah (BIAS) tahun 2023 guna
menutup kesenjangan imunitas di
masyarakat serta mendesak
Kementerian Kesehatan RI
memastikan jumlah ketersediaan
vaksin yang dibutuhkan secara tepat
waktu.

. Komisi IX DPR RI mendesak

Kementerian Kesehatan RI untuk
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melakukan percepatan reformasi
sistem pengadaan barang dan jasa
dengan memperhatikan transparansi
dan akuntabilitas secara tepat waktu.

. Komisi IX DPR RI mendesak

Kementerian Kesehatan RI untuk
memperkuat penanganan penyakit
menular dan penyakit tidak menular
dengan melakukan upaya percepatan
dan inovasi pelaksanaan program,
diantaranya:

a. Meningkatkan upaya promotif dan
preventif bagi penanganan penyakit
menular dan penyakit tidak menular
dengan melibatkan pemangku
kepentingan terkait;

b. Melakukan penguatan surveilans
penyakit menular dan deteksi dini
bagi penyakit tidak menular;

c. Memastikan ketersediaan obat dan
alat kesehatan, termasuk obat dan
terapi inovatif;

d. Memastikan tata kelola
penanganan penyakit melalui tata
laksana yang sudah
dikoordinasikan bersama dengan
organisasi profesi terkait; dan

e. Membuat program terobosan untuk
melakukan percepatan penanganan
penyakit, seperti melalui
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implementasi teknologi Wolbachia
untuk dengue dan upaya
pencegahan penyakit diabetes
melitus yang meningkat pada
kelompok usia anak.

5. Komisi IX DPR RI mendesak

Kementerian Kesehatan RI
berkoordinasi dengan Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi dan Kementerian Dalam
Negeri RI untuk menyamakan strategi
dan program pemenuhan dan
pemerataan tenaga dokter umum,
dokter gigi dan dokter spesialis dari
hulu ke hilir demi peningkatan
pelayanan kesehatan yang lebih baik.

. Dalam hal penanganan kasus

Gangguan Gagal Ginjal Akut Progresif
Atipikal (GGAPA), Komisi IX DPR RI
mendesak Kementerian Kesehatan RI
untuk berkoordinasi dengan
kementerian/lembaga terkait serta
melibatkan para ahli epidemiologi,
farmakologi dan lkatan Dokter Anak
Indonesia (IDAI) dalam hal melakukan
investigasi kasus sehingga tidak
menimbulkan disinformasi di
masyarakat.
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7. Komisi IX DPR RI meminta jawaban
tertulis dari pertanyaan Anggota
Komisi IX DPR RI di dalam rapat kerja
pada hari ini, paling lambat 15
Februari 2023.

64



Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023
(25 Januari — 08 Februari 2023)

LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI X

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1 RUU 7 Februari 2023 Agenda: Masukan dan pandangan yang
KEPARIWISATAAN | RDPU dengan Pakar Masukan terhadap NA | disampaikan para Pakar menjadi
1. Prof. Dr. Windu Nuryanti. dan RUU bagian tidak terpisahkan dari
2.Agoes Tinus Lis Indrianto, | Kepariwisataan. RDPU ini, dan substansinya
S.S., M.Tourism, Ph.D. Terkait “Disrupsi dan | menjadi bahan Panja RUU
(Pakar Branding pemanfaatan teknologi | Kepariwisataan Komisi X DPR RI
Tourism/Universitas informasi dalam untuk menyempurnakan
Ciputra Surabaya). pengelolaan pariwisata | rumusan substansi RUU
3.Dr. Indrawan Nugroho (digitalisasi dan Pergantian Atas UU No.10 Tahun
(CEO & Co Founder CIAS). | database).” 2009 tentang Kepariwisataan.
4. Muhammad Dhaifan Akbar
(Pusat Perencanaan dan
Pengembangan
Kepariwisataan ITB).
5.National Geographic
Indonesia Traveler.
6. Indonesia Virtual Tour
www.indonesiavirtualtour.c
om.
2 2 - 4 Februari 2023 Mendalami isu dan Temuan, permasalahan dan
Kunjungan kerja ke permasalahan di masukan:
Kabupaten Sidoarjo, daerah untuk » Adanya peraturan perundang-
Kabupaten Toba, dan pengayaan materi RUU undangan yang tumpang tindih
Kabupaten Belitung. Kepariwisataan. dan perlu sinkronisasi karena
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menghambat pemerintah
daerah dalam pengelolaan
lahan atau kawasan.

» Usulan revisi UU
Kepariwisataan, agar diatur
mengenai substansi tentang
Pemda dapat diberikan
kewenangan dalam mengelola
destinasi atau potensi destinasi
wisata yang ada di daerah/

*» Pemberian status KSPN/KEK
Pariwisata tidak memiliki
dampak signifikan atas
pemajuan suatu kawasan
pariwisata khususnya
peningkatan investasi.

» Masih terdapat Pemda yang
tidak membentuk Badan
Promosi Pariwisata Daerah
(BPPD) di level kabupaten
karena tidak mendapat
dukungan oleh APBD.

» Perlu diatur insentif bagi
pelaku pariwisata, kondisi saat
ini aktivis Kelompok Sadar
Wisata (Pokdarwis) tidak
mendapatkan insentif.

* Belum ada koordinasi baik
antara Pemerintah Daerah
Provinsi dan Kabupaten dalam
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proses perijinan pemanfatan
dan pengalihan fungsi
Kawasan.

» Kondisi masyarakat sekitar
Destinasi Wisata Prioritas
Danau Toba belum
sepenuhnya memahami sadar
wisata dan hospitality.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO

INSTITUSI

KEGIATAN

INFO SINGKAT

Kemenpora RI

Raker 31 Januari 2023

1. Evaluasi Program Kerja
dan Anggaran Tahun
2022.

2. Persiapan Pelaksanaan
Program Kerja Tahun
2023.

3. Pembahasan Program
Anggaran Kemenpora
RI sesuai SOTK baru.

. Komisi X DPR RI menyetujui Pagu Kemenpora RI TA 2023 sesuai

Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Baru, dengan jumlah
pagu sebesar Rp2.530.093.157.000. (Dua triliun lima ratus tiga
puluh miliar sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu
rupiah) dan rincian sebagai berikut:

a.

b.

C.

d.

Sekretariat Rp329.422.038.000 (Tiga ratus dua puluh Sembilan
miliar empat ratus dua puluh dua juta tiga puluh delapan ribu
rupiah).

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Rp83.990.962.000
(Delapan puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta
sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Rp87.247.038.000
(Delapan puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh tujuh juta
tiga puluh delapan ribu rupiah).

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Rp112.327.862.000
(Seratus dua belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta
delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).
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e. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
Rp1.917.105.257.000 (Satu triliun sembilan ratus tujuh belas
miliar seratus lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

2. Perubahan SOTK baru Kemenpora RI agar dapat mengakselerasi
program-program bidang kepemudaan dan keolahragaan, dan
mencapai target serta sasaran, khususnya dalam mencapai
program prioritas Kemenpora RI dan program prioritas nasional
sehingga dirasakan oleh rakyat.

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Kunjungan Kerja Panja
Perguruan Tinggi Komisi
X DPR RI ke Universitas
Hasanudin, Universitas
Negeri Medan, dan
Universitas Lambung
Mangkurat.

Penyelenggaran
Perguruan Tinggi.

Tanggal 26-28 Januari
2023.

a. Meski telah menjadi PTNBH,
namun Unhas belum memiliki
corporate culture yang benar-benar
mampu membiayai sendiri
kegiatannya.

b. Anggaran pendidikan, sebagaimana
amanah konstitusi yang berasal
dari APBN maupun APBD minimal
20%, perlu dilakukan evaluasi agar

sebisa mungkin dialokasikan untuk

keperluan pendidikan. Pemerintah
perlu mencontoh Malaysia atau
Singapura dalam memajukan
pendidikan dengan
mengalokasikan anggaran
pendidikan yang tepat sasaran.

c. Komisi X DPR RI akan
mempertimbangkan pembentukan
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Panitia Kerja yang mengevaluasi
pelaksanaan dan penggunaan
anggaran bidang pendidikan
(mandatory spending) 20% dari
APBN maupun APBD, dengan
tujuan agar pelaksanaan dan
penggunaan anggaran pendidikan
lebih maksimal tepat sasaran.

d. Tingginya biaya yang dikeluarkan
untuk akreditasi, sehingga
mengusulkan adanya subsidi
pembiayaan dari APBN agar tidak
memberatkan Perguruan Tinggi.

e. Permasalahan perguruan tinggi
vokasi adanya tuntutan untuk
meningkatkan skill mahasiswa

padahal fasilitas dan sarpras sudah

lama/tidak update dan hal-hal
terkait pembinaan dan
pengembangan.

RDPU Panja Perguruan
Tinggi Komisi X DPR RI
dengan Mahasiswa
Berprestasi:

1. Zulfan Arrofi
(Mahasiswa Universitas
Padjajaran/Juara 1
Business Plan
Competition Gerakan
Berwirausaha)

Bidang Pendidikan,

membahas;

1. Kondisi dan Tantangan
dalam Pengelolaan
Perguruan Tinggi
(pendanaan, SDM dan
lulusan).

2. Penguatan Akses,

Mutu, dan Daya Saing
Perguruan Tinggi.

Terhadap pandangan, penjelasan dan
masukan yang disampaikan para
narasumber, Panja Perguruan Tinggi
Komisi X DPR RI menyampaikan
pandangan antara lain:

a. Para narasumber diharapkan
memberikan masukan kepada
Pemerintah untuk
menyempurnakan Kebijakan
Perguruan Tinggi dan memberikan
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2. Fanny Lieyanti 3. Masukan dan kontribusi pemikiran secara kritis
(Mahasiswa Universitas Rekomendasi terhadap Pendidikan di Indonesia.
Prima Indonesia Medan) Penguatan Perguruan b. Mahasiswa perlu memiliki karakter

3. Dian Syabhfitri, S.S., Tinggi. yang baik Mahasiswa, harus
M.Hum memiliki skill, mampu
(Pendamping/Dekan Tanggal 1 Februari 2023. berkolaborasi, dan dapat diterima
FKIP universitas Prima dunia kerja selain memiliki
Indonesia Medan) prestasi.

4. dr. Rima Kusuma c. Dosen perlu memiliki standar
Ningrum, M.MedEd kinerja yang terukur dan
(Pendamping/Kepala transparan serta mampu
LPKP Universitas mendampingi Mahasiswa untuk
Warmadewa) berprestasi.

5.1 Putu Arya Aditia d. Perguruan Tinggi perlu
Utama/Mahasiswa memfasilitasi kegiatan
Universitas Jenderal kemahasiswaan dan memberikan
Soedirman) apresiasi kepada Dosen dan

6. Dr. Norman Arie Mahasiswa yang berprestasi.
Prayogo, S.Pi, M.Si
(Pendamping/Wakil
Rektor Bidang
Kemahasiswaan dan
Alumni Unsoed)

3 | RDPU Panja Perguruan Bidang Pendidikan Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR

Tinggi Komisi X DPR RI

dengan:

1. PIt. Dirjen Diktiristek
Kemendikbudristek RI

membahas:

1. Kondisi, Pola
Pembinaan,
Tantangan, Peluang,
dalam Pengelolaan
Perguruan Tinggi.

RI berpandangan:

1. Bahwa pengelolaan dan
pelaksanaan Riset, Pendidikan
Tinggi Vokasi dan Pendidikan Tinggi
perlu memperhatikan beberapa hal,
diantaranya:
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2. Dirjen Pendidikan
Vokasi
Kemendikbudristek RI

3. Kepala Badan Riset
dan Inovasi Nasional
(BRIN)

2. Peran Pemerintah
dalam Peningkatkan
SDM, Keterjangkauan
dan Pemerataan Akses,
Mutu, Daya Saing,
Relevansi, Inovasi,
Riset, dan
Competitiveness dalam
Pendidikan Tinggi.

Tanggal 8 Februari 2023.

a) perencanaan dan aktualisasi
program riset, vokasi, dan
pendidikan tinggi yang sesuai
dengan kebutuhan riil
masyarakat.

b) diperlukan Peta Jalan/Grand
Design Pendidikan Tinggi, yang
meliputi akses, mutu, relevansi
dan tata kelola, dengan
dukungan pemenuhan jumlah
anggaran yang sesuai dan
signifkan.

c) evaluasi terhadap
proporsionalitas kesesuaian
jumlah perguruan tinggi dengan
APK, jumlah dosen dengan
mahasiswa, berbasis kondisi
geografis di Indonesia.

d) mengembangkan Program Studi
secara dinamis, yang dapat
menyesuaikan dengan kondisi
dan kebutuhan zaman.

e) mengomunikasikan setiap
program dan agenda Riset,
Pendidikan Tinggi Vokasi dan
Pendidikan Tinggi, dengan
pemerintah daerah,
kementerian/lembaga lain, yang
memiliki kepentingan terhadap
keberhasilan pendidikan.
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f)mendukung adanya kolaborasi
antara BRIN dan Perguruan
Tinggi dalam melakukan dan
pemanfaatan hasil riset.

. Meminta Kemendikbudristek RI

untuk melengkapi data mutakhir
yang berkaitan dengan dosen,
tenaga kependidikan, kepangkatan
dosen, dan data perguruan tinggi
yang ditetapkan sebagai center of
excellent, untuk mendukung
pengambilan
keputusan/rekomendasi Panja
Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI
paling lambat 14 Februari 2023
pukul 16.00 WIB.
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1. | RUU TENTANG Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI, Dalam rangka
KESEHATAN (OMNIBUS tanggal 25 Januari 2023, pukul 13.00 melanjutkan
LAW) WIB. Penyusunan RUU.
2. Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI,
tanggal 26 Januari 2023, pukul 10.00
WIB.

3. Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI,
tanggal 2 Februari 2023, pukul 13.00
WIB.

4. Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI,
tanggal 6 Februari 2023, pukul 10.00
WIB.

5. Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI,
tanggal 7 Februari 2023, pukul 10.00
WIB.

6. Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI, Dalam rangka

tanggal 7 Februari 2023, pukul 19.00 Pengambilan Keputusan
WIB. atas Penyusunan RUU.
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1. | KSI - BKSAP 17t Conference of the Delegasi DPR RI yang terdiri dari:
Parliamentary Union of | 1.Dr. Puan Maharani (F-PDIP) / Ketua Delegasi /
the OIC Member States Ketua DPR RI

(PUIC) di Algiers, 2.Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) / Anggota Delegasi /
Aljazair tanggal 26 — 30 Ketua BKSAP
Januari 2023. 3. Gilang Dhielafararez (F-PDIP) / Anggota Delegasi /

Wakil Ketua BKSAP

4.Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS) / Anggota Delegasi /
Wakil Ketua BKSAP

5.Vanda Sarundajang (F-PDIP) / Anggota Delegasi /
Wakil Ketua BKSAP

6.Didi Irawadi (F-PD) / Anggota Delegasi / Anggota
BKSAP

7.Dr. Jazuli Juwaini (F-PKS) / Anggota Delegasi /
Anggota BKSAP

8. Dewi Coryati (F-PAN) / Anggota Delegasi / Anggota
BKSAP

9. Ema Umiyyatul Chusnah (F-PPP) / Anggota
Delegasi / Anggota BKSAP

Menghadiri 17t Conference of the Parliamentary
Union of the OIC Member States (PUIC) di Algiers,
Aljazair pada tanggal 26 — 30 Januari 2023. Sidang
tersebut membahas isu terkait kemerdekaan

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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Palestina, Islamophobia serta isu-isu yang
berkembang di negara mayoritas muslim.

Delegasi mengikuti sidang — sidang dibawah ini:
1. 11t Meeting of the Committee on Palestine
2. 2nd Meeting of the Committee on Muslim
Communities and Minorities
3. 9th Meeting of the PUIC Standing Specialized
Committee on Political Affairs and Foreign
Relations
4. 9t Meeting of the PUIC Standing Specialized
Committee on Human Right, Women and Family
Affairs
5. 17t Session of the PUIC Conference Inaugural
Session
6. Asian Group Consultation
Selain itu juga dilakukan beberapa Bilateral Meeting
di sela-sela sidang PUIC.

KSB - BKSAP

Wakil Ketua dan

Anggota BKSAP DPR RI
menerima Delegasi
University of Ljubljana
& University of Zagreb
tanggal 27 Januari

2023.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Achmad Hafisz Tohir (F-
PAN) dan Anggota BKSAP DPR RI, Puteri Anetta
Komarudin (F-PG) menerima Kunjungan Delegasi
dari University of Ljubljana dan University of Zagreb
di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung Nusantara III 1t.2
pada hari Jumat (27/01/23).

Disampaikan bahwa pada tahun 2023, Indonesia dan
Slovenia akan merayakan 30 tahun hubungan
diplomatik. Kiranya momentum ini dapat
dimanfaatkan bagi peningkatan kerja sama kedua

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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negara, khususnya pada bidang riset dan
pendidikan. Kondisi pendidikan Indonesia terus
mengalami perkembangan, dimana hal tersebut juga
didukung oleh transisi digital dan transisi hijau yang
dialami seluruh dunia. Wakil Ketua BKSAP juga
menyoroti pentingnya sinergitas antara parlemen dan
entitas akademik untuk meningkatkan evidence
based policy dan data-driven policy guna
menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan
efisien. Disampaikan pula agar negara berkembang
dan negara maju perlu memiliki pandangan yang
sama dalam menghadapi transisi energi dan transisi
hijau demi perubahan dan manfaat yang lebih setara.

Perwakilan delegasi, Prof. Aleksandra Kanjuo Mrcela,
Ph.D menyambut baik rencana peningkatan kerja
sama pendidikan Indonesia dengan University of
Ljubljana dan University of Zagreb dan diharapkan
kerja sama tersebut terus berkembang ke bidang
sosial, ekonomi dan politik. Indonesia, Slovenia dan
Kroasia memiliki kesamaan nilai dan ketertarikan
yang dapat menunjang peningkatan kerja sama
antara satu sama lain.

KSB - BKSAP

Kunjungan Delegasi
GKSB DPR RI -
Parlemen Azerbaijan ke
Baku, Azerbaijan
tanggal 29 Januari - 4
Februari 2023.

GKSB DPR RI - Parlemen Azerbaijan mengadakan
kunjungan ke Baku, Azerbaijan pada tanggal 29
Januari - 4 Februari 2023. Delegasi yang terdiri dari:
1. Muhammad Igbal (F-PPP) / Ketua Delegasi /
Ketua GKSB
2. Yulian Gunhar (F-PDIP) / Anggota Delegasi

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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3. Elva Hartati (F-PDIP) / Anggota Delegasi

4. Abidin Fikri Dawi (F-PDIP) / Anggota Delegasi

5. Djenri Alting Keintjem (F-PDIP) / Anggota
Delegasi

6. Arzeti Bilbina (F-PKB) / Anggota Delegasi

7. Linda Megawati (F-PD) / Anggota Delegasi

Dalam kunjungan tersebut, Delegasi mengadakan

pertemuan dengan:

1. Kelompok Persahabatan Parlemen Azerbaijan —
Indonesia
Delegasi GKSB DPR RI - Parlemen Azerbaijan
mengadakan pertemuan dengan Azerbaijan -
Indonesia Inter-Parliamentary Relations di Gedung
Mili Majlis, Baku Azerbaijan (31/01/2023).

Ketua Azerbaijan - Indonesia Inter-Parliamentary
Relations, Hon. Mr. Bakhtiyar Aliyev mengapresiasi
kunjungan Delegasi GKSB DPR RI - Parlemen
Azerbaijan ke Baku, Azerbaijan dan berharap
kunjungan ini dapat mendorong perkembangan
hubungan bilateral kedua negara.

Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Azerbaijan,
Muhammad Igbal (F-PPP) selaku Ketua Delegasi
menyampaikan apresiasinya atas penerimaan yang
hangat oleh pihak Milli Majlis dan hubungan
diplomatik yang telah terjalin selama 30 tahun
terakhir. Beliau juga menyampaikan bahwa dalam

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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konteks 30 tahun hubungan Indonesia -
Azerbaijan, ada beberapa hal yang perlu
dikembangkan, yaitu mengintensifkan hubungan
dan dialog terkait politik luar negeri, keamanan
dan pertahanan; memperdalam dan memperluar
hubungan ekonomi, infrastruktur, perdagangan
dan investasi; serta memperluas hubungan antar
masyarakat.

Indonesia dan Azerbaijan memiliki riwayat saling
dukung diberbagai organisasi internasional. Hal ini
juga menjadi modalitas agar hubungan kedua
negara terus ditingkatkan. Disampaikan juga
bahwa Indonesia akan terus mendukung
tercapainya perdamaian di kawasan kaukasus.

. Azerbaijan University of Languages (ADU)

Melanjutkan rangkaian pertemuan dalam
Kunjungan GKSB DPR RI - Parlemen Azerbaijan,
Delegasi mengunjungi Azerbaijan University of
Languages (ADU) (31/01/2023).

Ketua Delegasi, Muhammad Igbal (F-PPP)
menekankan bahwa bidang pendidikan dan
budaya adalah salah satu hal yang menjadi
prioritas hubungan bilateral antara Indonesia dan
Azerbaijan. Pada kesempatan tersebut, GKSB DPR
RI - Parlemen Azerbaijan juga mengapresiasi
keberadaan jurusan Bahasa Indonesia yang

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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dibuka di Azerbaijan University of Languages di
Baku pada tahun 2007 dan kemudian diresmikan
menjadi Pusat Studi Indonesia tanggal 29 Juni
2010. Secara timbal balik, telah dibangun juga
Azerbaijan Corner di Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah pada tanggal 29 Januari 2009.
ADU juga telah memiliki kerja sama dengan
beberapa universitas lainnya di Indonesia.

Pertemuan ini juga menjadi ajang diskusi antara
Delegasi dan petinggi ADU dalam membahas
potensi dan rencana penguatan kerja sama
pendidikan antara kedua negara.

3.Jajaran KBRI Baku dan WNI di Azerbaijan
Delegasi GKSB DPR RI - Parlemen Azerbaijan
menghadiri jamuan makan malam dengan Jajaran
KBRI Baku serta Pelajar dan WNI di Baku
(01/02/2023).

Dalam kegiatan tersebut, delegasi berkesempatan
untuk berdiskusi dengan Duta Besar RI untuk
Azerbaijan, Yang Mulia Hildi Hamid dan para WNI
di Azerbaijan. GKSB DPR RI - Parlemen Azerbaijan
memberikan apresiasi yang besar kepada KBRI
Baku atas upaya, ikhtiar dan inisiatif yang telah
dilakukan demi terwujudnya hubungan bilateral
yang lebih erat antara Indonesia dan Azerbaijan.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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Selain itu, Anggota Delegasi GKSB DPR RI -
Parlemen Azerbaijan, Elva Hartati (F-PDIP) dan
Abidin Fikri Pandjialam (F-PDIP) juga menyapa dan
berdiskusi dengan Pelajar serta Atlit Indonesia
yang berada di Azerbaijan. Kedepannya
diharapkan agar jumlah pelajar dan tenaga kerja
dari Indonesia dapat terus ditingkatkan guna
memperkuat hubungan kerja sama di bidang
pendidikan dan ketenagakerjaan antara Indonesia
- Azerbaijan.

.Ketua Parlemen Azerbaijan.

Delegasi GKSB DPR RI - Parlemen Azerbaijan
mengadakan pertemuan dengan Ketua Parlemen
Azerbaijan, H.E. Mrs. Sahiba Gafarova
(02/02/2023).

Ketua Parlemen Azerbaijan, H.E. Mrs Sahiba
Gafarova berterima kasih atas kunjungan GKSB
DPR RI - Parlemen Azerbaijan, meskipun terpaut
jarak yang jauh, Indonesia - Azerbaijan sudah
menjadi sahabat yang dekat sejak 30 dulu.
Hubungan kerja sama multi-sektor kedua negara
yang kuat dan ditandai dengan adanya 14 MoU
antara Indonesia dan Azerbaijan diharapkan dapat
terus meningkat. Kedua belah pihak telah
melaksanakan hubungan yang baik dan
memangku tanggung jawab yang besar diberbagai
organisasi internasional, diikuti dengan saling
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dukung terhadap berbagai pandangan dalam
menyikapi persoalan global. Dalam hubungan
antar parlemen, kedua negara juga merupakan
anggota dari IPU, PUIC dan Parliamentary Network
of the Non-Aligned Movement yang diluncurkan
saat Sidang IPU ke-143 di Madrid.

Ketua Milli Majlis menekankan kedekatannya
dengan Ketua DPR RI, Puan Maharani dimana
mereka telah bertemu sebanyak tiga kali di
beberapa tahun terakhir. Ketua Milli Majlis juga
menyempatkan untuk mengadakan pertemuan
bilateral dengan Ketua DPR RI di sela - sela
persidangan PUIC akhir Januari yang lalu.
Disampaikan pula undangan kepada Ketua DPR RI
untuk berkunjung pada bulan Mei 2023.

Ketua Delegasi, Muhammad Igbal (F-PPP)
menyampaikan apresiasi atas 30 tahun terjalinnya
hubungan Indonesia - Azerbaijan yang erat dan
membahas upaya - upaya penguatan kerja sama
antar parlemen berdasarkan dinamika global dan
regional terkini. Ketua Delegasi juga menekankan
bahwa Indonesia akan selalu mendukung
terciptanya perdamaian kawasan kaukasus dan
dunia. Ketua Delegasi juga berterima kasih atas
kehadiran Ketua Milli Majlis pada 8th G20
Parliamentary Speaker's Summit pada bulan
Oktober 2022 yang lalu.
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4. | KSB - BKSAP | Kunjungan Delegasi GKSB DPR RI - Parlemen Arab Saudi mengadakan
GKSB DPR RI - kunjungan ke Riyadh, Arab Saudi pada tanggal 31

Parlemen Arab Saudi
ke Riyadh, Arab Saudi
tanggal 31 Januari — 6
Februari 2023.

Januari — 6 Februari 2023. Delegasi terdiri dari:

1

2.
3.

4.
5.

. Muhammad Idris Laena (F-PG) / Ketua Delegasi /

Ketua GKSB

Jefry Romdonny (F-PGerindra) / Anggota Delegasi
Tjetjep Muchtar Soleh (F-PNasdem) / Anggota
Delegasi

Debby Kurniawan (F-PD) / Anggota Delegasi
Johan Rosihan (F-PKS) / Anggota Delegasi

Dalam kunjungan tersebut, Delegasi mengadakan
pertemuan dengan:

1.

Kelompok Persahabatan Majelis Syuro Arab Saudi
— Indonesia

Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI
- Parlemen Arab Saudi yang dipimpin oleh Dr. M
Idris Laena diterima oleh Komite Persahabatan
Parlemen Arab Saudi - Indonesia Majelis Shuro
Arab Saudi yang dipimpin oleh Dr. Osama bin
Abdulaziz Al-Rabeeah di Riyadh (2/2/2023).

Dalam pertemuan itu kedua pihak sepakat bahwa
kerja sama diberbagai bidang harus ditingkatkan,
termasuk kerja sama antar parlemen.

Hal lain yang diangkat dalam pertemuan tersebut
adalah harapan Arab Saudi agar Indonesia
mempermudah masuknya investasi dengan
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menghilangkan kemungkinan pajak berganda dan
keinginan untuk mempelajari pariwisata ke
Indonesia.

Selain terkait penambahan kuota haji maupun
kerja sama pendidikan, DPR RI juga mengusulkan
agar dilakukan kerja sama di bidang peternakan
dan makjanan, misalnya penyediaan makanan
khususnya untuk jamaah haji dan umroh
Indonesia seharusnya sebagian besar dapat
dipenuhi dari Indonesia. Selain itu juga tawaran
investasi peternakan di Nusa Tenggara Barat, serta
harapan agar Arab Saudi juga ikut serta dalam
investasi di IKN. Delegasi juga berharap agar
festival makanan Indonesia di Riyadh Festival bisa
berjalan setiap tahun untuk meningkatkan people
to people contact diantara kedua negara.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Anggota GKSB
DPR RI - Parlemen Arab Saudi lainnya, yaitu Dr.
Jefry Romdonny (FP.Gerindra), Tjetjep Muchtar
Soleh (FP.Nasdem), Debby Kurniawan (F.PD), dan
Johan Rosihan (F.PKS), serta didampingi Wakil
Kepala Perwakilan RI di Riyadh, Arief Hidayat
beserta jajarannya.

2.Jajaran KBRI Riyadh dan WNI di Arab Saudi

Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI - Parlemen Arab
Saudi yg dipimpin oleh Dr. M. Idris Laena (FPG)
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melakukan pertemuan dgn Arief Hidayat, Wakil
Kepala Perwakilan RI untuk Kerajaan Arab Saudi
di Riyadh (1/2/2023).

Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai upaya
peningkatan hubungan bilateral kedua negara.
Kerja sama dengan Arab Saudi mesti
dikembangkan, bukan hanya dalam sektor
perlindungan PMI maupun urusan haji dan umroh
semata namun juga dapat diperluas dalam kerja
sama di bidang ekonomi dan perdagangan, sosial
budaya, peternakan, pariwisata juga pendidikan.

Banyak peluang kerja sama yang dapat
dikembangkan, apalagi dalam situasi sekarang
dimana Arab Saudi sedang membangun negaranya
untuk menjadi negara yang modern. Indonesia
dapat mengambil peran dalam hal tersebut,
termasuk peran parlemen sebagai representasi
rakyat yang juga memiliki fungsi diplomasi
parlemen melalui peningkatan kerja sama antar
parlemen.

Hadir dalam pertemuan tersebut Anggota GKSB
DPR RI - Parlemen Arab Saudi, Dr. Jefry
Romdonny (FP. Gerindra), Debby Kurniawan (FPD),
Johan Rosihan (F.PKS) serta jajaran KBRI dan
masyarakat Indonesia di Riyadh.
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Parlemen Afrika
Selatan dengan
Direktur Afrika,
Direktorat Jenderal
Asia Pasifik dan Afrika,
Kemlu RI tanggal 31
Januari 2023.

Direktur Afrika, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan
Afrika, Kementerian Luar Negeri RI, Dewi Justicia
Meidiwaty pada hari Selasa (31/01/23).

Rapat bertujuan untuk membahas isu - isu terkini
antara Indonesia dan Afrika Selatan, berbagai
peluang kerja sama, pending matters dan masukan
bagi GKSB DPR RI - Parlemen Afrika Selatan yang
akan mengadakan kunjungan ke Afrika Selatan
dalam waktu dekat.

Disampaikan bahwa perlu adanya penguatan kerja
sama bilateral Indonesia - Afrika Selatan dalam
kerangka Mitra Strategis, baik di bidang politik dan
bidang Ekonomi, Perdagangan, Pertanian, Kesehatan
maupun Transportasi yang masih memerlukan
penajaman implementasi PoA (Peningkatan Otorisasi
Bisnis).

Merangkum hasil rapat tersebut, Ketua GKSB DPR
RI - Parlemen Afrika Selatan, Andreas Hugo Pareira
(F-PDIP) menyampaikan rencana kunjungan delegasi
GKSB ke Afrika Selatan pada bulan Maret 2023 dan
akan mengagendakan pertemuan dengan Parlemen
Afrika Selatan serta beberapa Kementerian di Afrika
Selatan.

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
5. | KSB - BKSAP | Rapat Koordinasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen
GKSB DPR RI - Afrika Selatan mengadakan rapat koordinasi dengan

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN




Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023
(25 Januari — 08 Februari 2023)

NO

PIHAK

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Hadir dalam pertemuan tersebut Anggota GKSB DPR
RI - Parlemen Afrika Selatan, M.R. Thsan Yunus (F-
PDIP), H. Muhamad Nur Purnamasidi (F-PG), dan H.
Suryadi Jaya Purnama (F-PKS).

BKSAP

Pertemuan Bilateral /
Friendly Talk dengan
Parlemen Inggris
tanggal 1 Februari
2023.

Wakil Ketua BKSAP, Hon. Gilang Dhiela Fararez dan
Anggota BKSAP, Hon. Vanda Desy Sarundajang,
mendampingi Ketua DPR RI H.E. Dr (H.C.) Puan
Maharani dalam pertemuan bilateral ke Parlemen
Inggris (UK House of Commons) di Palace of
Westminster, London (01/02/2023).

Dalam pertemuan tersebut, kedua parlemen sepakat
untuk memperkuat kerja sama dan kemitraan yang
setara, mewujudkan komitmen bersama terhadap
nilai demokrasi dan perlindungan HAM, serta kerja
sama ekonomi dan people-to-people contact. Terkait
rencana implementasi Due Diligence on Forest Risk
Commodities di Inggris, DPR RI juga mendorong
hubungan dagang yang non-diskriminatif terhadap
komoditas Indonesia.

Pada sesi resepsi dan jamuan makan siang, Delegasi
DPR RI berbincang dengan beberapa Anggota
Parlemen lintas committee dari Partai Buruh dan
Konservatif, termasuk Dame Rosie Winterton (Deputy
Speaker), Sir Roger Gale (Deputy Speaker), Hon.
Richard Graham (Chair of Indonesia APPG), dan Hon.
Alicia Kearns (Chair of Foreign Affairs Committee).
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Sebelum pertemuan bilateral, Delegasi DPR RI
didampingi Duta Besar RI untuk Inggris dan Irlandia
Amb. Desra Percaya juga diundang untuk
menyaksikan Prime Minister’s Questions (PMQs),
salah satu ciri khas demokrasi Inggris—Perdana
Menteri hadir di Parlemen setiap Hari Rabu, guna
menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan dari
Anggota Parlemen.

KSB - BKSAP

BKSAP SDG’s Day
Universitas Islam
Indonesia, Yogyakarta
tanggal 7 Februari

2023.

Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP)
DPR RI yang diketuai oleh Mardani Ali Sera (F-PKS)
dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua BKSAP,
melaksanakan sosialisasi BKSAP SDG'S Day di
Kampus Universitas Islam Indonesia (UIl) Yogyakarta
pada 7 Februari 2023.

Sosialisasi dengan tema "Optimalisasi Diplomasi Soft
Power Parlemen Melalui Dunia Pendidikan dan
Pertukaran Budaya" ini ditujukan untuk
mendapatkan masukan dari Akademisi dalam rangka
penguatan Diplomasi Parlemen BKSAP, khususnya
yang terkait dengan Pendidikan dan Pertukaran
Budaya.

Berbagai hal seputar isu-isu pendidikan dan budaya
seperti proteksi HAKI terhadap hasil penelitian,
Pengelolaan Anggaran untuk Pendidikan, serta
bagaimana meningkatkan Kerja Sama dengan
Kampus-kampus Internasional dibahas secara
komprehensif dengan semangat sinergi dan
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kolaborasi.

Turut hadir dalam kegiatan sosialisasi Wakil Ketua
BKSAP Putu Supadma Rudana (F-PDemokrat), serta
Anggota BKSAP Puteri Anetta Komarudin (F-PGolkar)
dan Sakinah Al Jufri (F-PKS).

KSB - BKSAP

Ketua GKSB DPR RI -
Parlemen Turki
menyampaikan
belasungkawa atas
musibah gempa bumi
Turki dan mengisi
buku duka di
Kedutaan Besar Turki
di Jakarta tanggal 8
Februari 2023.

Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Turki, M. Farhan (F-
PNasdem) mengunjungi Kedutaan Turki di Jakarta
dan bertemu dengan CDA Kedutaan Turki Mr. Omer
Orhun Celikkol, untuk menyampaikan duka cita yg
mendalam atas musibah gempa bumi yang melanda
Turki.

Ketua GKSB menyatakan turut bersedih atas korban
yang begitu banyak, diharapkan keluarga yg
ditinggalkan mendapatkan kesabaran dan bagi yang
masih dalam masa pemulihan segera diberikan
kesembuhan. Turki dan Indonesia adalah sahabat
sehingga Indonesia juga merasakan kesedihan ketika
Turki mengalami musibah ini, dan berharap dapat
memberikan kekuatan moral dan dukungan bagi
pemulihan pasca gempa.
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NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1 | DPRD Provinsi Jawa | Kunjungan Kerja Sosialisasi Tugas, Fungsi dan Wewenang
Barat tanggal 24-26 Mahkamah Kehormatan Dewan dan Tanda
Januari 2023. Nomor Kendaraan (khusus) Anggota DPR RI
serta Hak Imunitas Wakil Rakyat.
2 | --- Paket Meeting di - Penguatan Kedudukan Mahkamah

Wisma DPR RI Kopo Kehormatan Dewan Sebagai Peradilan Etika
- Jawa Barat tanggal | Dalam Aspek Kelembagaan dan Regulasi;
27-29 Januari 2023. | - Menyeimbangkan Peran Media Melalui
Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI.

3 | DPRD Provinsi Jawa | Kunjungan Kerja Sosialisasi Tugas, Fungsi dan Wewenang
Tengah tanggal 30 Januari - | Mahkamah Kehormatan Dewan dan Tanda
1 Februari 2023. Nomor Kendaraan (khusus) Anggota DPR RI
serta Hak Imunitas Wakil Rakyat.
4 | --- Paket Meeting di Tema:
Wisma DPR RI Kopo | - Mahkamah Kehormatan Dewan dan Sosial
- Jawa Barat tanggal Media;
2 — 4 Februari 2023. | - Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI
Sebagai Penyeimbang Regulasi.
S | --- Paket Meeting di - Mahkamah Kehormatan Dewan Marwah
Wisma DPR RI Kopo Parlemen, Menjaga Etik Dewan;
- Jawa Barat tanggal | - Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik
6 — 8 Februari 2023. Indonesia Sebagai Media Penyeimbang.
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BADAN ANGGARAN (BANGGAR)

NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | DPRD Kabupaten Kepulauan | Audiensi dilaksanakan | Konsultasi dan masukan terkait
Meranti pada tanggal 13 Strategi Kebijakan Anggaran
Januari 2023. Terhadap Kawasan Perbatasan.
2. | Prof. Nunung Nuryantono Rapat Dengar RDPU dalam rangka
(Dekan Ekonomi dan Pendapat Umum mendapatkan masukan terkait
Manajemen IPB) dilaksanakan pada Proyeksi Harga Komoditas Energi
Dr. Fahmy Radhi MBA tanggal 8 Februari dan Pangan Tahun 2023 dan
(Pengamat Ekonomi Energi 2023. Dampaknya bagi perekonomian
UGM) nasional.
3. | Prof. Bambang PS Rapat Dengar RDPU dalam rangka
Brojonegoro Pendapat Umum mendapatkan masukan terkait
(Ka Bappenas 2016-2019) dilaksanakan pada Potret Ekonomi Makro dalam
Prof. Didik Rachbini tanggal 9 Februari Menyongsong Tahun Politik 2023-
(Rektor Univ Paramadina) 2023. 2024.
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BADAN URUSAN RUMAH TANGGA (BURT)
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1. | Kunjungan Kerja Dalam Kunjungan Kerja BURT DPR RI dalam rangka evaluasi
Negeri, Medan, Sumatera pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Anggota DPR RI
Utara, 23-26 Januari dan Keluarganya bertujuan untuk:
2023. 1. Membangun komunikasi yang efektif dengan para pemangku

kepentingan (stakeholders) mengenai pentingnya program
Jamkestama, terutama untuk PT. Asuransi Jasindo dan
rumah sakit provider sebagai penyelenggara program
Jamkestama khususnya bagi Anggota DPR I daerah
pemilihan Papua beserta keluarganya.

2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT. Asuransi
Jasindo dan rumah sakit provider dalam pelaksanaan
program Jamkestama.

3. Membangun pemahaman yang sama mengenai pentingnya
pelayanan prima yang diberikan rumah sakit dalam
memberikan layanan Jamkestama bagi Anggota DPR RI dan
keluarganya, karena masih ditemui beberapa rumah sakit
provider belum melaksanakan layanan jamkestama sesuai

standar.
2. | Kunjungan Kerja Luar Sasaran dari kegiatan Kunjungan Kerja Luar negeri ini adalah
Negeri: berdiskusi dan melakukan observasi serta berbagi pengalaman
1. Paris, Prancis, 27 mengenai proses pelaksanaan tugas dan fungsi serta
Januari-2 Februari pelaksanaan sistem manajemen keparlemenan dalam rangka
2023. mewujudkan kinerja DPR RI yang lebih baik.

2. Brussel, Belgia, 3-9
Februari 2023.
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BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (BAKN)

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

1. | e Komisaris Utama PTPN | Akuntabilitas BAKN DPR RI melakukan kegiatan Paket
IX; Keuangan Meeting dan selanjutnya melakukan

e Direktur Eksekutif The | Negara. pertemuan dengan Komisaris Utama PTPN
Prakarsa. IX dan Direktur Eksekutif The Prakarsa
Paket Meeting dalam rangka menerima masukan terhadap
dilaksanakan usulan tema penelahaan BAKN DPR RI
pada tanggal 26 | tentang Penerimaan Negara dari Produk
s.d. 28 Januari | Kelapa Sawit dan Turunannya.
2023.

2. | « Kantor BPK Perwakilan | Akuntabilitas BAKN DPR RI melakukan kunjungan kerja
Provinsi Sumatera Keuangan ke Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya
Utara; Negara. melakukan pertemuan dengan Kepala

e Kantor Perwakilan Bea Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera
Cukai Provinsi Kunjungan Utara dan Kepala Kantor Perwakilan Bea
Sumatera Utara. Kerja, Cukai Provinsi Sumatera Utara dalam

dilaksanakan rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap
pada tanggal 29 | LHP BPK RI terkait Kepabeanan dan Cukai.
s.d. 31 Januari

2023.

3. | Direktorat Jenderal Akuntabilitas BAKN DPR RI melakukan kegiatan Paket

Perdagangan Luar Negeri | Keuangan Meeting dan selanjutnya melakukan

kementerian Negara. pertemuan dengan dengan Direktur Ekspor

Perdagangan RI.

Paket Meeting
dilaksanakan

Produk Pertanian dan Kehutanan
kementerian Perdagangan RI (Farid Amir,
S.T., M.S.R) dalam rangka menerima
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pada tanggal 01 | masukan terhadap usulan tema penelahaan
s.d. 03 Februari | BAKN DPR RI tentang Penerimaan Negara
2023. dari Produk Kelapa Sawit dan Turunannya.
4. | « Kantor Perwakilan Bea | Akuntabilitas BAKN DPR RI melakukan kunjungan kerja
Cukai Provinsi Banten; | Keuangan ke Bandara Soekarno-Hatta Provinsi Banten,
e Kantor Bea Cukai Negara. selanjutnya melakukan pertemuan dengan
Bandara Soekarn-Hatta. Kepala Kantor Perwakilan Bea Cukai
Kunjungan Provinsi Banten dan Kepala Kantor Bea
Kerja, Cukai Bandara Soekarno-Hatta dalam
dilaksanakan rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap

pada tanggal 06
s.d. 08 Februari
2023.

LHP BPK RI terkait Kepabeanan dan Cukai.

dkkkk
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